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ABSTRAK 

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum 

adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan 

rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. 

Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi 

pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang 

berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk 

menentukannya, Dalam konteks Indonesia, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini 

melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Yayasan Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta merupakan sebuah institusi pendidikan yang didalamnya 

terdapat  pemilih pemula yaitu para santri yang berpendidikan formal seperti 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan SMA Sains AL-

Quran serta lembaga-lembaga pendidkan non formal yaitu Madrasah Diniyah dan 

Ma‟had Aly yang sudah memiliki hak untuk menyuarakan suara mereka dalam 

pemilihan umum 2014 khususya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.. Melihat 

permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali Partisipasi Pemilih Pemula di 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim kemudian bagaimana bentuk partisipasi politikya 

Pada Pilpres 2014. 

Penelitian ini menggunakan teori fikih siyasah yang berbicara tentang 

hubungan antara rakyat dan pemimpinnya, Adapun jenis penelitian yang digunakan 

adalah field research , Sifat penelitian ini sendiri deskriptif-analitik. Adapun teori lain 

yang digunakan yaitu teori kepemimpinan politik islam dan teori perilaku politik  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa : Pemilih pemula adalah warga Negara 

Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 oleh 

santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim cukup antusias, ini bisa dilihat dari data 

responden dimana jumlah golput lebih sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi 

para pemilih pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada pemilihan presiden 

2014 dan dibagi dalam dua faktor yaitu internal adalah rasa ingin tahu dan Kesadaran 

Politik Para Pemilih, selajutya faktor eksternal adalah kesibukan sehari-hari, TPS 

berada di luar kota atau tidak terjangkau, tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asal. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ‟ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط
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 ẓâ‟ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „illah علة
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

 

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 

 يذهب

Dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya‟ mati 

 الزهيلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis U‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum لئنشكرتم
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

أنالقر  Ditulis Al-Qur‟ân 

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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MOTTO 

You’ll Never Walk Alone….. 

 

  



xi 

 

Persembahan 

Kupersembahkan Skripsi ini untuk: 

Kedua orang tuaku yang tak pernah lelah memperjuangkan 

anaknya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi agama 

dan bangsa, tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdoa 

untuk segala kebaikan anaknya. Mengajarkan banyak hal 

tentang bagaimana seharusnya bisa bersikap sabar dalam segala 

hal terutama menjalani kehidupan. 

Saudara sekandung dan keluargaku tercinta yang tak henti 

memberikan dukungan dan doanya 

Guru-guru dan Dosen kutercinta yang telah memberikan 

sebagian Ilmunya untuk kesuksesan studyku 

Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah 

memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini. 



xii 

 

KATA PENGANTAR 

 

ويا والديه. أشهد أن لا إله إلا الله وحدهالحمد لله رب العالميه وبه وستعيه على امىرالد  

اللهم صل على سيدوا محمد وعلى أله   لا شريك له وأشهد أن سيدوا محمدا عبده ورسىله. 
 وصحبه أجمعيه

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak 

hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

ke baginda Nabi Muhammad S. A. W. yang telah memberikan cahaya kebenaran 

kepada umat manusia yang kita bisa membedakan Antara yang hak dan bathil, 

semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya, Amin. 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pemula di 

Pondok Pesantren Wahid Hayim Pada Pemilu Presiden 2014”, penulis ucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan 

dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini 

penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof Dr. H. Musa Asy‟ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 
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2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

yang telah memberikan motivasi dengan segala prestasinya membuat penulis 

bersemangat untuk cepat menyelesaikan skripsi dan menjadi seperti beliau. 

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag.,M. Ag. Dan Ibu Siti Jahroh, S.Hi., M. Si. Selaku 

ketua dan sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan studinya. 

4.  Bapak Ahmad Patiroy, M. Ag .Selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan sumbangan pikiran dan motivasi, selama bimbingan skripsi. 

5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Bapak Drs. Kyai. H. Jalal Suyuthi, S. H, Ibu Nyai Hj. Nely Umi Halimah dan  

Simbah Hj. Hadiah Abdul Hadi beserta keluarga yang telah memberikan 

banyak pelajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

7. Kedua orang tuaku Bapak H. Chamdi dan Hj. Bahiroh, terimakasih atas 

dukungan yang luar biasa yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, 

motivasi, dan doa dan juga yang tak kalah penting membiayai semua 

keperluan bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-

cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perihal mengenai kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu wacana 

yang selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana kepemimpinan dalam Islam 

ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana 

kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah 

Nabi Muhammad SAW wafat. Menurut Al-Mawardi, imam adalah khalifah, 

raja, sultan atau kepala Negara, dengan demikian Mawardi memberikan juga 

baju agama kepada jabatan kepala Negara disamping baju politik. Menurutnya 

Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin. Hal senada 

diungkapkan oleh M. Hasbi Ash Shiddiqy, bahwa khalifah dinamai juga 

“Imamah” dan Imamah yaitu badan kekuasaan (pemerintahan) yang 

menjalankan tugas rasul dalam memelihara dunia dan agama rakyat.
1
Dengan 

demikian seorang imam disatu pihak adalah sebagai pemimpin agama, dan di 

lain pihak juga sebagai pemimpin politik.
2
   

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi 

modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang 

                                                           

1
 M. Hasbi Ash Shiddiqy, Dasar-Dasar Pemerintahan Islam (Medan: Penerbit Saeful, 

1950), hlm. 7. 

2
 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajara n Sejarah dan pemikiran Edisi 

5(Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63. 
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ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang 

mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum 

adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga 

perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara 

dalam bidang politik. Pemilihan umum juga merupakan proses substansial 

dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds 2001 menyatakan 

bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya yang diperoleh dalam 

pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam 

parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.
3
  

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang 

penyelenggaraa pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujurdan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara 

yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi 

adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai 

dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus 

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran 

                                                           

3
 Andrew Reynolds. Merancang Sistem Pemilu dalam Kemajuan. J, Linz, et. Al.,menjauhi 

demokrasi kaum belajar dari kekeliruan Negara-negra lain, (Bandung 2001). Hlm 97. 
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suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau 

memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. 

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola 

kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia, maka pemilu 2014 warga 

negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsul wakil-

wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dalam 

koteks Indonesia pemilu dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pemilu Umum Legislatif 

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya 

dilakukan secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan republik 

Indonesia. 

b. pemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden  

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden 
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dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. 

Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon 

yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari 

jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara 

sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. 

Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta merupakan sebuah 

institusi pendidikan dimana didalamnya terdapat lembaga pendidikan formal 

seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan 

SMA Sains AL-Quran serta lembaga-lembaga pendidkan non formal yaitu 

Madrasah Diniyah dan Ma‟had Aly. Dalam hal ini, yang menjadi titik fokus 

penelitian adalah pemilih pemula yaitu para santri yang sudah memiliki hak 

untuk pertama kalinya menyuarakan suara mereka dalam pemilihan umum 

2014. 

Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula 

dalam pilpres tahun 2014 khususnya para santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut, adapun 

penelitian akan dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta. Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah “Partisispasi Pemilih Pemula di 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014” dengan uraian 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam 

pelaksanaan pilpres tahun 2014 oleh santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik para santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim sebagai pemilih pemula dalam 

pelaksanaan pilpres tahun 2014? 

3. Pandangan fikih siyasah terhadap partisipasi pemilih pemula pada 

pilpres 2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim? 

C. Tujuan 

Adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejauhmana partisipasi politik pemilih pemula dalam 

pelaksaan pilpres tahun 2014 oleh para santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim. 

2.  Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisispasi politik 

pemilih pemula dalam pelaksanaan pilpres tahun 2014 oleh para santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah 

pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama 

kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga 

mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan 

dilapangan. 

b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang politik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

bagaimana partisipasi politik para pemilih pemula pada pemilu 

tahun 2014. 

b. Bagi Pemilih Pemula (generasi muda) 

Para generasi muda mengetahui pentingnya partisipasi mereka 

dalam pemilu yang demokratis. 

c. Bagi aktivis partai politik dan tokoh politik  

Agar mereka lebih meningkatkan peran serta pemilih pemula pada 

kegiatan partai politik pada masa yang akan datang. 

d. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum 
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Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis. 

e. Bagi masyarakat khususnya para santri 

Dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

bagi masyarakat umum ataupun khususnya santri yang tertarik 

terhadap ilmu politik dan menambah pengetahuan tentang 

pentingnya partisipasi politik pemilih pemula. 

E. Telaah Pustaka 

Sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka yang peneliti lakukan 

sampai saat ini masih belum ada literatur yang secara khusus mengkaji 

masalah kecenderungan pemilih pemula dalam pemilu. Adapun buku-buku, 

skripsi, jurnal ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang 

dimuat dalam surat kabar, hanyalah gambaran apa itu pemilih pemula sendiri, 

tidak sampai masuk pada faktor ataupun apa yang mempengaruhi mereka. 

Akan tetapi dalam hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti literatur-

literatur yang berkaitan dengan pemilih pemula dalam suatu pemilu. 

Karangan dari Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Pemilu dan Partai 

Politik Dalam Perspektif Syari’ah, terjemahan Arif Ramdani (Bandung: PT. 

Syamil Cipta Media, 2003). Buku ini membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan pemilihan umum dan partai politik, bagaimana yang benar 

menurut pandangan dari segi syari‟ah. 
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Karangan dari Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara: 

Ajaran Sejarah dan pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993). Buku ini membahas 

tentang bagaimana sejarah dan pemikiran ulama ataupun  tokoh terkemuka 

islam pada jaman dahulu mengenai konsep tata Negara menurut islam.  

Skripsi Muhammad Sakinul Wadi yang berjudul Kedudukan Pemilih 

dalam Pemilihan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi. Skripsi ini membahas 

tentang pandangan dari seorang tokoh yaitu Yususf Al-Qardawi yang telah 

mencurahkan begitu banyak perhatian khususnya menyangkutsistem politik 

islam dan memiliki latar belakang empirik dan akademik dalam 

memperjuangkan islam dikancah politik, bagaimana sebenarnya kedudukan 

pemilih tersebut menurut pandangannya. 

Skripsi Irma Muania yang berjudul Studi Terhadap Pemikiran Yususf Al-

Qardawi Tentang Sistem Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya Dengan 

Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia. Skripsi ini juga membahas tentang 

bagaimana pandangan seorang tokoh ulama Islam seperti yang diatas yaitu 

Yusuf Al-Qardawi tentang suksesi kepemimpinan. Jadi dalam hal ini beliau 

lebih memilih system pemilihan pemimpin secara langsung yang melibatkan 

rakyat tanpa perlu lagi melalui lembaga perwakilan.  

Skripsi Ngadri yang berjudul Pandangan Kiai Blora Tentang Pemilihan 

Presiden Secara Langsung Pada Pemilu 2004. Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana sistem pemilihan presiden di Indonesia yang dilaksanakan secara 

langsung oleh rakyat dalam pandangan kacamata para kiai Blora. 



9 

 

Dan juga masih banyak lagi literatur-literatur lain yang yang khususnya 

berkaitan dengan materi-materi pemilihan umum di Indonesia. 

F. Kerangka Teoritik 

Pemilu merupakan sarana untuk menelorkan para wakil rakyat dan 

pemimpin yang kapabel, demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. 

Pemilu merupakan salah satu prasyarat penting dalam sebuah negara 

demokrasi. Pemilu lahir dari dua arus pemikiran yang saling bertentangan 

dalam demokrasi. Arus pertama menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah 

adanya pengakuan atas hak individu untuk turut serta dalam proses politik. 

Namun,segera disadari, dan ini penyebab munculnya arus kedua, bahwa tidak 

mungkin setiap individu bisa terlibat dalam setiap tahap proses politik.
4
 

Kaitan antara konsep rasionalitas dengan pendekatan filasafat politik 

memang menyisakan hubungan yang intim. Menurut sebuah penilaian, filsafat 

politik ada sejak manusia menyadari dapat hidup satu sama lain dengan cara 

yang lebih bermanfaat. Dengan ini, kerjasama di antara manusia 

dimungkinkan, dan usaha mengembangkan atau menata kehidupan bersama 

yang ideal melalui rasionalitas (dan ini berarti menggantikan naluri), mulai 

dikembangkan. Dengan rasionalitas manusia menyadari bahwa berbagai 

pilihan terbuka untuk mengatur dan mengembangkan kehidupan bersama, 

                                                           

4
 Imawan, Riswandha, Membedah Politik Orde Baru Catatan Dari Kaki Merapi, 

(Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 1997), hlm1. 
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meskipun tidak selalu jelas mana diantara berbagai pilihan itu yang dapat 

dianggap paling baik, bahkan pertimbangan yang relevan untuk menentukan 

berbagai pilihan itu juga sering kabur. Demikian berarti manusia sadar atas 

pilihannya, dengan pertimbangan rasio dan kesadaran bertindak. 

Pemilihan umum merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat 

atau warga negara dalam kehidupan kenegaraan, maka yang penting bagi kita 

adalah memperhatikan sejauh manakah tingkat kesadaran rakyat untuk ikut 

serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan. Disamping itu, perlu pula 

mendapatkan perhatian apakah rakyat dalam mencapai kesadaran untuk ikut 

serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan mendapat tekanan atau paksaan dari 

pihak-pihak tertentu, ataukah dalam mencapai kesadaran itu rakyat diberi 

kebebasan yang penuh dalam arti tidak mendapat tekanan atau paksaan dari 

pihak-pihak tertentu.
5
 

Pemilih pemula yang dihuni oleh kaum muda yang rata-rata masih 

berstatus sebagai pelajar dan juga kebanyakan masih mempunyai emosi dan 

pemikiran yang labil. Merupakan kelompok yang sangat mempengaruhi 

ataupun menentukan suara dari calon pemimpin-pemimpin bangsa ini. Maka 

dari itu faktor lingkungan, masyarakat, pendidikan, keluarga, teman 

merupakan faktor pendorong besar yang mengarahkan ataupun  

                                                           

5
 Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum(Yogyakarta:Liberty,1984), hlm.82-83. 
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mempengaruhi pola pikir mereka dalam menentukan suatu pilihan, dalam hal 

ini pemilu. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Prtisipasi 

Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014. 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam 

pelaksanaan pilpres 2014 tahun 2014 peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Kirk dan 

Miler mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
6
 

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjaring realita di 

lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung dilapangan melalui 

wawancara, dokumentasi dan observasi.  

                                                           

6
 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002). Hlm. 3. 
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2. Fokus penelitian 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi, jadi dalam fokus akan membatasi bidang 

inkuri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh 

dilapangan.
7
  

Didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi 

politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Agar dapat memberikan hasil yang 

lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian 

sebagai berikut pertama,tingkat partisipasi politik politik pemilih pemula 

dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta. Kedua,  kendala-kendala yang dihadapi pemilih pemula 

berpartisipasi politik dalam pelaksaan pemilu tahun 2014 di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. 

3. Sumber data penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

                                                           

7
 Ibid,. Hlm. 94. 
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sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan lewat 

angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompok-kelompokan terlebih 

dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan 

disesuaikan dengan dengan karakteristik yang menyertainya.
8
 

Berdasar sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga asli atau baru.
9
 Sumber data 

primer yang pertama yaitu responden, responden merupakan objek dari 

penelitian. Dari responden inilah, peneliti dapat mencari data yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yaitu pemilih pemula yang 

terdaftar dan mempunyai hak pilih pada pemilu presiden 2014 . 

Sementara itu sumber data primer yang kedua adalah informan, 

informan merupakan sumber berupa orang, dari beberapa informan, 

diharapkan dapat terungkap kata-kata dan tindakan yang diharapkan. 

                                                           

8
 Ikbal Hasan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002). 

Hlm. 8. 

9
 Ibid,. hlm. 80 
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Informan ini dipilih dari beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya 

dan mengetahui obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan informan adalah santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta yang sudah terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu 2014 

khususnya sebagai Pemilih Pemula. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya 

dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti terdahulu. 

4. Metode pengumpulan data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan berbagai teknik sebagai berikut: 

a. Teknik observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadapa gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer 

berada bersama objek yang sedang diselidiki, disebut observer langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 
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tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya 

peristiwa tersebut diamati melalui film atau rangkaian slide atau 

rangkaian foto.
10

 

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data variabel 

partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 

dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. 

Untuk penelitian ini peneliti mengadakan observasi dengan cara 

mengamati aktivitas politik pemilih pemula Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Yogyakarta dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014. 

b. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
11

 

c.  Kuisioner (Angket) 

Kuisioner adalah salah satu media untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian yang paling popular digunakan. Kuisioner ini juga sering 

                                                           

10
 Maman Rahman, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, (Semarang: IKIPPers, 

1999). Hlm. 77. 

11
 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1999). Hlm. 186. 
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disebut dengan angket, dimana dalam kuisioner tersebut terdapat 

beberapa pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian 

yang hendak dipecahkan, disusun, dan disebarkan ke responden untuk 

memperoleh informasi dilapangan 

5. Analisa data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik dan 

analisis data non statistik, mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil 

tetapi proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non 

statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang 

tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik 

atau model tertentu lainnya. Analisis data dilakukan terbatas pada teknik 

pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal 

ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang 

tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran. 

Data dianalisis dan diolah dengan cara: 

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari 

data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dilapangan 

yang mendukung penelitian ini. 
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2. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan dan transformasi data ”kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. 

3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. 

4. Menarik kesimpulan atau verivikasi, kesimpulan adalah suatu tujuan 

ulang pada catatn dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai 

makna yang muncul data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya yaitu merupakan validitasnya. 

Bentuk skema analisis data: 

 

 

 

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi ini, 

perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika skripsi. 

Adapun skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-Kesimpulan 



18 

 

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa 

thesis, skripsi, artikel-artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang 

dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul 

dengan kerangka teoritik, dilanjutkan dengan metode yang digunakan dalam 

penelitian dan emudian di akhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang pengertian partisipasi politik, pemilihan 

presiden dan pemilih pemula, serta yang terakhir adalah teori fikih siyasah 

yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan pemilih pemula 

terhadap pilpres 2014. 

Bab ketiga membahas bagaimana partisispasi pemilih pemula di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim pada Pilpres 2014 meliputi  profil pondok pesantren 

Wahid Hasyim mulai dari sejarah dan tokoh-tokoh pendirinya dan juga 

membahas bentuk dan konsep dari partisipasi, pemilu dan pemilu dalam islam. 

Bab keempat membahas analisis partisipasi pemilih pemula di pondok 

pesantren Wahid Hasyim pada pilpres 2014 dalam pandangan fikih siyasah. 

Bab lima membahas penutup yang melipiuti simpulan dan saran dari hasil 

penelitian tentang partisipasi pemilih pemula di Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim pada Pilpres 2014. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pembahasan dengan sekian panjang maka penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 oleh santri Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim cukup antusias, ini bisa dilihat dari data 

responden dimana jumlah golput lebih sedikit dari pada yang ikut 

berpartisipasi. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar 

santri mengetahui dan mengamalkan apa yang telah difatwakan oleh MUI 

(Majelis Ulama Indonesia) bahwasannya ikut berpartisipasi dalam pemilu 

merupakan bagian dari tugas keagamaan seorang muslim. Konsekuensinya 

adalah apabila ada calon pemimpin yang memenuhi syarat menurut Islam, 

namun tetap tidak menggunakan hak pilihnya, maka hukumnya menjadi 

haram. Inilah patokan yang digunakan oleh para santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim dalam berpartisipasi pada pilpres 2014. 

2. Banyak faktor yang melatarbelakangi para santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim sehingga mereka dapat ataupun tidak berpartisipasi pada pilpres 

2014. Dengan melihat faktor alasan yang diungkapkan diatas seperti 

kesibukan sehari-hari, TPS berada diluar kota atau tidak terjangkau, tidak 

ada biaya untuk pulang ke daerah asal dan lain-lain, dalam hal ini peneliti 
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berpendapat bagi para santri yang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam 

pilpres 2014 bukan berarti mereka acuh tak acuh ataupun tidak mau tahu, 

akan tetapi peneliti lebih melihat dari kacamata Maqashid al-Syari’ah 

yaitu Hifdzu al-Mal dan Hifdzu al-Aqlu menjadi landasan utama santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim tidak bisa berpartisipasi pada pilpres 

2014. Keduanya, Hifdzu al-Mal dan Hifdzu al-Aqlu adalah dua pokok 

unsur utama yang harus di jaga dan dipelihara oleh manusia menurut 

kaidah Maqashid al-Syari’ah Imam al-Syatibi. 

3. Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah As-siyasah yang mana dalam 

mempelajarinya dispesifikasikan kedalam ilmu fiqih siyasah. Dalam fiqih 

siyasah diatur bagaiman cara bersikap subjek dari politik atau siyasah itu 

sendiri. Ketaatan kita kepada seorang pemimpin merupakan sebuah 

perintah dalam agama dan itu artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk 

ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya. Dan dalam hal ini peneliti 

berkesimpulan bahwasannya sebagian besar para santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim sedikit banyak tahu tentag siyasah islam. Selain itu kita 

juga bisa melihat bagaimana alasan-alasan yang digunakan oleh para santri 

dalam menentukan pilihan pasangan capres dan cawapres 2014 yaitu atas 

dasar alasan historis, media sosial, cara kerja, sosok, visi-misi dan lain 

sebagainya. Ini artinya mereka selektif dalam memilih orang yang akan 

dipercaya, dalam hal ini orang yang akan kita percayai adalah orang yang 

akan memimpin kita atau orang yang akan menyandang amanah kita. 

 



90 

 

B. SARAN-SARAN 

1. Untuk segenap santri, bahwasanya menyuarakan hak pilih dalam pemilu 

adalah hak setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, berpartisipasi 

didalam Pemilu merupakan jalan menentukan nasib Negara Indonesia 

untuk lebih baik lagi. Sebagai pemilih pemula yang jumlahnya cukup 

banyak dan sangat berpengaruh, sebaiknya jangan disia-siakan suara kita. 

Sebisa mungkin kita luangkan sedikit waktu untuk menyalurkan suara kita.   

2. Untuk segenap Panitia Pemilu Presiden dalam hal ini KPU agar 

melakukan tugas sebaik-baiknya didalam pendataan pemilih. Karena 

dalam praktik dilapangan masih terdapat beberapa yang belum terdaftar di 

TPS. Proses pemutakhiran data sangat penting dilakukan, karena dengan 

adanya pemutakhiran data yang baik akan mengurangi tindak kecurangan 

didalam pelaksanaan Pemilu. Selain itu buat KPU sebaiknya membuat 

terobosan baru yang sekiranya mempermudah bagi para pemilih, 

khususnya pemilih pemula yang kebanyakan dari mereka bermukim diluar 

daerah asal mereka. 
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LAMPIRAN 

I. TERJEMAHAN 

No Halaman Footnote Terjemahan 

1 30 26 Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

apabila kamu menetapkan hokum diantara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya 

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 

member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-

Nisa(4): 58) 

2 59 48 dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat, “Aku hendak 

menjadikan kholifah di bumi”. Mereka berkata, 

“Apakah engkau hendak menjadikan orang 

yang merusak dan menumpahkan darah disana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan 

menyucikan nama-Mu? “Dia berfirman, 

“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui (QS. Al-Baqarah(2):30) 

3 55 81 Wahai orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri 

(pemegang kekuasaan) (QS. An-Nisa(4): 59) 

4 56 81 Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah 

kamu menjadikan teman orang-orang yang 

diluar kalanganmu (seagama) sebagai teman 

kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-

hentiya menyusahkan kamu. Mereka 

mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah 

kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), 

jika kamu mengrti (QS. Al-Imran (3): 118) 

5 58 85 Hai orang-orang yang beriman jauhilah kamu 

sangka-sangka (dugaan) sesame muslim karena 

sebagian dari sangka itu adalah dosa, dan 

janganlah kamu mencari-cari aib orang lain 

dan jangan pula kamu mengumpat orang lain, 

sukakah salah seorang kamu, bahwa ia 

memakan daging saudarnya yang telah mati 

(bangkainya), maka tentu kamu benci 

memakannya, takutlah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah penerima taubat. (QS. Al-

Hujart(49): 12) 
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25 Madinatul Ilim 18 Nganjuk   1   

26 Ardana Reswari 17 Kediri   1   
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28 Anisa Nur Fitriani 19 Magelang   1   

29 Muhimmatul Khoiriyah 19 Gresik 1     

30 Sayyeda Anni M 20 Ngawi   1   
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33 Nur Hayati 18 Ciamis     1 
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37 Rizqi Hilda A 18 Pekalongan 1     
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70 Reni Virgiani 19 Lampung 1     
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72 Siti Habibah 21 NTT     1 

73 Syafira Sulistiana 22 Bengkuu 1     

74 Ulfa R. N 20 Medan   1   

75 Ika Wulaningsih 19 Wonosobo     1 

76 Luthfiani Fauziyah 19 Bekasi     1 

77 Reina Putri aziza 20 Magelang 1     

78 Hikmah Maslakhah 20 Banyumas     1 

79 Lutfi Yunial Ismi 20 Kendal     1 
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JUMLAH 34 25 41 

TOTAL 100 
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27 Arif miftahudin 21 Cilacap     1 
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29 M Zam zam 19 Bandung 1     
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33 Aris Ashari 19 Pati     1 

34 Khoerul azam 20 Tegal     1 

35 Mad Said 20 Temanggung 1     

36 Ahmad Dzulfikar 18 Wates 1     
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55 M. Asaqfi Dhuha 20 Kudus     1 

56 M. Muizuddin 19 Pekalongan      1 

57 M. Fajar Is T 19 Brebes     1 

58 M. Fat Hurroziay 20 Tulungagung     1 

59 Abdul aziz 19 Tuban     1 

60 M. Iqbal Chaelani 20 Temanggung     1 

61 Chaerun Najib 19 Wonosobo 1     

62 Nur Huda 20 Batumarta     1 

63 Angko Wiladan 20 Brebes 1     

64 Ari Priono 20 Sragen   1   

65 Muhammad Abdur R. S 20 Sragen   1   

66 Khoirul Hadi 19 Selat Panjang     1 

67 Agus Mauliddun 19 Subang     1 

68 Nurul Huda 19 Bumi Mulya     1 

69 M. Yunus Akhdan 19 Sleman   1   

70 Reza  Ali Ma'sum 19 Kebumen     1 

71 M. Ridho Al-Anshori 19 Jambi     1 



72 Muh Yasin 20 Peurworejo 1     

73 M. Labib Ridlo 20 Cilacap     1 

74 Ulil Albab 21 Pati 1     

75 Junial Khoir 20 Lampung     1 

76 Imam Syafi'i 20 Nganjuk   1   

77 Kukuh Prasetyo 20 Cilacap 1     

78 RM. Mirwan Sabiq 20 Purworejo 1     

79 Aziz Safarwadi 20 Ciamis     1 

80 Ainna Khoiron N 21 Kudus 1     

81 A. Rizki Anzala 21 Semarang 1     

82 M. Yusuf Ismail 20 Kebumen     1 

83 Wahid Ridlo 20 Kebumen     1 

84 Arfan Kurnia Prakarsa 19 Lampung 1     

85 Rizki Habibi 19 Palembang 1     

86 M. Faris Abdussalam 20 Pati 1     

87 Ahmad Mufti 20 Lampung     1 

88 Slamet 20 Cilacap 1     

89 M. Chuby Abdillah 21 Banjarnegara 1     

90 A. Dwi Toriyono 21 Kebumen 1     

91 M. Aulia Rahman 20 Banjarmasin     1 

92 Ibnu Anas 21 Wonosobo 1     

93 M. Ridwan Ali 20 Magelang 1     

94 Asngat Hidayat 20 Palangkaraya 1     

95 M. Syakir 20 Solotigo   1   

96 Ginanjar Wilujeng 21 Purbalingga 1     

97 Afin Marsija 21 Demak   1   

98 Suryo Hadi Kusumo 20 Nganjuk   1   

99 Malik Ahfa 20 Tegal 1     

100 M Masum Azhari 19 Sragen     1 

JUMLAH 38 16 46 

TOTAL 100 
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ABSTRAK 

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum 

adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan 

rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. 

Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi 

pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang 

berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk 

menentukannya, Dalam konteks Indonesia, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini 

melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Yayasan Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta merupakan sebuah institusi pendidikan yang didalamnya 

terdapat  pemilih pemula yaitu para santri yang berpendidikan formal seperti 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan SMA Sains AL-

Quran serta lembaga-lembaga pendidkan non formal yaitu Madrasah Diniyah dan 

Ma‟had Aly yang sudah memiliki hak untuk menyuarakan suara mereka dalam 

pemilihan umum 2014 khususya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.. Melihat 

permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali Partisipasi Pemilih Pemula di 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim kemudian bagaimana bentuk partisipasi politikya 

Pada Pilpres 2014. 

Penelitian ini menggunakan teori fikih siyasah yang berbicara tentang 

hubungan antara rakyat dan pemimpinnya, Adapun jenis penelitian yang digunakan 

adalah field research , Sifat penelitian ini sendiri deskriptif-analitik. Adapun teori lain 

yang digunakan yaitu teori kepemimpinan politik islam dan teori perilaku politik  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa : Pemilih pemula adalah warga Negara 

Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali 

menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 oleh 

santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim cukup antusias, ini bisa dilihat dari data 

responden dimana jumlah golput lebih sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhi 

para pemilih pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada pemilihan presiden 

2014 dan dibagi dalam dua faktor yaitu internal adalah rasa ingin tahu dan Kesadaran 

Politik Para Pemilih, selajutya faktor eksternal adalah kesibukan sehari-hari, TPS 

berada di luar kota atau tidak terjangkau, tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asal. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ‟ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط
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 ẓâ‟ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „illah علة



vii 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

 

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 

 يذهب

Dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya‟ mati 

 الزهيلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis U‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum لئنشكرتم
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

أنالقر  Ditulis Al-Qur‟ân 

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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MOTTO 

You’ll Never Walk Alone….. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perihal mengenai kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu wacana 

yang selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana kepemimpinan dalam Islam 

ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana 

kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah 

Nabi Muhammad SAW wafat. Menurut Al-Mawardi, imam adalah khalifah, 

raja, sultan atau kepala Negara, dengan demikian Mawardi memberikan juga 

baju agama kepada jabatan kepala Negara disamping baju politik. Menurutnya 

Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin. Hal senada 

diungkapkan oleh M. Hasbi Ash Shiddiqy, bahwa khalifah dinamai juga 

“Imamah” dan Imamah yaitu badan kekuasaan (pemerintahan) yang 

menjalankan tugas rasul dalam memelihara dunia dan agama rakyat.
1
Dengan 

demikian seorang imam disatu pihak adalah sebagai pemimpin agama, dan di 

lain pihak juga sebagai pemimpin politik.
2
   

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi 

modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang 

                                                           

1
 M. Hasbi Ash Shiddiqy, Dasar-Dasar Pemerintahan Islam (Medan: Penerbit Saeful, 

1950), hlm. 7. 

2
 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajara n Sejarah dan pemikiran Edisi 

5(Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63. 
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ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang 

mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum 

adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga 

perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara 

dalam bidang politik. Pemilihan umum juga merupakan proses substansial 

dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds 2001 menyatakan 

bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya yang diperoleh dalam 

pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam 

parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.
3
  

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang 

penyelenggaraa pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujurdan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara 

yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi 

adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai 

dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus 

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran 

                                                           

3
 Andrew Reynolds. Merancang Sistem Pemilu dalam Kemajuan. J, Linz, et. Al.,menjauhi 

demokrasi kaum belajar dari kekeliruan Negara-negra lain, (Bandung 2001). Hlm 97. 
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suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau 

memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. 

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola 

kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia, maka pemilu 2014 warga 

negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsul wakil-

wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dalam 

koteks Indonesia pemilu dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pemilu Umum Legislatif 

Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang 

akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya 

dilakukan secara serentak diseluruh wilayah negara kesatuan republik 

Indonesia. 

b. pemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden  

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Presiden 
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dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. 

Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon 

yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari 

jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara 

sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. 

Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta merupakan sebuah 

institusi pendidikan dimana didalamnya terdapat lembaga pendidikan formal 

seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan 

SMA Sains AL-Quran serta lembaga-lembaga pendidkan non formal yaitu 

Madrasah Diniyah dan Ma‟had Aly. Dalam hal ini, yang menjadi titik fokus 

penelitian adalah pemilih pemula yaitu para santri yang sudah memiliki hak 

untuk pertama kalinya menyuarakan suara mereka dalam pemilihan umum 

2014. 

Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula 

dalam pilpres tahun 2014 khususnya para santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim maka perlu diadakan penelitian terhadap hal tersebut, adapun 

penelitian akan dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta. Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah “Partisispasi Pemilih Pemula di 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014” dengan uraian 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam 

pelaksanaan pilpres tahun 2014 oleh santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik para santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim sebagai pemilih pemula dalam 

pelaksanaan pilpres tahun 2014? 

3. Pandangan fikih siyasah terhadap partisipasi pemilih pemula pada 

pilpres 2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim? 

C. Tujuan 

Adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejauhmana partisipasi politik pemilih pemula dalam 

pelaksaan pilpres tahun 2014 oleh para santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim. 

2.  Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisispasi politik 

pemilih pemula dalam pelaksanaan pilpres tahun 2014 oleh para santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah 

pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama 

kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga 

mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan 

dilapangan. 

b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang politik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

bagaimana partisipasi politik para pemilih pemula pada pemilu 

tahun 2014. 

b. Bagi Pemilih Pemula (generasi muda) 

Para generasi muda mengetahui pentingnya partisipasi mereka 

dalam pemilu yang demokratis. 

c. Bagi aktivis partai politik dan tokoh politik  

Agar mereka lebih meningkatkan peran serta pemilih pemula pada 

kegiatan partai politik pada masa yang akan datang. 

d. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum 
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Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis. 

e. Bagi masyarakat khususnya para santri 

Dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

bagi masyarakat umum ataupun khususnya santri yang tertarik 

terhadap ilmu politik dan menambah pengetahuan tentang 

pentingnya partisipasi politik pemilih pemula. 

E. Telaah Pustaka 

Sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka yang peneliti lakukan 

sampai saat ini masih belum ada literatur yang secara khusus mengkaji 

masalah kecenderungan pemilih pemula dalam pemilu. Adapun buku-buku, 

skripsi, jurnal ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang 

dimuat dalam surat kabar, hanyalah gambaran apa itu pemilih pemula sendiri, 

tidak sampai masuk pada faktor ataupun apa yang mempengaruhi mereka. 

Akan tetapi dalam hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti literatur-

literatur yang berkaitan dengan pemilih pemula dalam suatu pemilu. 

Karangan dari Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Pemilu dan Partai 

Politik Dalam Perspektif Syari’ah, terjemahan Arif Ramdani (Bandung: PT. 

Syamil Cipta Media, 2003). Buku ini membahas tentang bagaimana 

pelaksanaan pemilihan umum dan partai politik, bagaimana yang benar 

menurut pandangan dari segi syari‟ah. 
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Karangan dari Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara: 

Ajaran Sejarah dan pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993). Buku ini membahas 

tentang bagaimana sejarah dan pemikiran ulama ataupun  tokoh terkemuka 

islam pada jaman dahulu mengenai konsep tata Negara menurut islam.  

Skripsi Muhammad Sakinul Wadi yang berjudul Kedudukan Pemilih 

dalam Pemilihan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi. Skripsi ini membahas 

tentang pandangan dari seorang tokoh yaitu Yususf Al-Qardawi yang telah 

mencurahkan begitu banyak perhatian khususnya menyangkutsistem politik 

islam dan memiliki latar belakang empirik dan akademik dalam 

memperjuangkan islam dikancah politik, bagaimana sebenarnya kedudukan 

pemilih tersebut menurut pandangannya. 

Skripsi Irma Muania yang berjudul Studi Terhadap Pemikiran Yususf Al-

Qardawi Tentang Sistem Pemilihan Pemimpin dan Relevansinya Dengan 

Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia. Skripsi ini juga membahas tentang 

bagaimana pandangan seorang tokoh ulama Islam seperti yang diatas yaitu 

Yusuf Al-Qardawi tentang suksesi kepemimpinan. Jadi dalam hal ini beliau 

lebih memilih system pemilihan pemimpin secara langsung yang melibatkan 

rakyat tanpa perlu lagi melalui lembaga perwakilan.  

Skripsi Ngadri yang berjudul Pandangan Kiai Blora Tentang Pemilihan 

Presiden Secara Langsung Pada Pemilu 2004. Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana sistem pemilihan presiden di Indonesia yang dilaksanakan secara 

langsung oleh rakyat dalam pandangan kacamata para kiai Blora. 
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Dan juga masih banyak lagi literatur-literatur lain yang yang khususnya 

berkaitan dengan materi-materi pemilihan umum di Indonesia. 

F. Kerangka Teoritik 

Pemilu merupakan sarana untuk menelorkan para wakil rakyat dan 

pemimpin yang kapabel, demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. 

Pemilu merupakan salah satu prasyarat penting dalam sebuah negara 

demokrasi. Pemilu lahir dari dua arus pemikiran yang saling bertentangan 

dalam demokrasi. Arus pertama menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah 

adanya pengakuan atas hak individu untuk turut serta dalam proses politik. 

Namun,segera disadari, dan ini penyebab munculnya arus kedua, bahwa tidak 

mungkin setiap individu bisa terlibat dalam setiap tahap proses politik.
4
 

Kaitan antara konsep rasionalitas dengan pendekatan filasafat politik 

memang menyisakan hubungan yang intim. Menurut sebuah penilaian, filsafat 

politik ada sejak manusia menyadari dapat hidup satu sama lain dengan cara 

yang lebih bermanfaat. Dengan ini, kerjasama di antara manusia 

dimungkinkan, dan usaha mengembangkan atau menata kehidupan bersama 

yang ideal melalui rasionalitas (dan ini berarti menggantikan naluri), mulai 

dikembangkan. Dengan rasionalitas manusia menyadari bahwa berbagai 

pilihan terbuka untuk mengatur dan mengembangkan kehidupan bersama, 

                                                           

4
 Imawan, Riswandha, Membedah Politik Orde Baru Catatan Dari Kaki Merapi, 

(Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 1997), hlm1. 
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meskipun tidak selalu jelas mana diantara berbagai pilihan itu yang dapat 

dianggap paling baik, bahkan pertimbangan yang relevan untuk menentukan 

berbagai pilihan itu juga sering kabur. Demikian berarti manusia sadar atas 

pilihannya, dengan pertimbangan rasio dan kesadaran bertindak. 

Pemilihan umum merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat 

atau warga negara dalam kehidupan kenegaraan, maka yang penting bagi kita 

adalah memperhatikan sejauh manakah tingkat kesadaran rakyat untuk ikut 

serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan. Disamping itu, perlu pula 

mendapatkan perhatian apakah rakyat dalam mencapai kesadaran untuk ikut 

serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan mendapat tekanan atau paksaan dari 

pihak-pihak tertentu, ataukah dalam mencapai kesadaran itu rakyat diberi 

kebebasan yang penuh dalam arti tidak mendapat tekanan atau paksaan dari 

pihak-pihak tertentu.
5
 

Pemilih pemula yang dihuni oleh kaum muda yang rata-rata masih 

berstatus sebagai pelajar dan juga kebanyakan masih mempunyai emosi dan 

pemikiran yang labil. Merupakan kelompok yang sangat mempengaruhi 

ataupun menentukan suara dari calon pemimpin-pemimpin bangsa ini. Maka 

dari itu faktor lingkungan, masyarakat, pendidikan, keluarga, teman 

merupakan faktor pendorong besar yang mengarahkan ataupun  

                                                           

5
 Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum(Yogyakarta:Liberty,1984), hlm.82-83. 
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mempengaruhi pola pikir mereka dalam menentukan suatu pilihan, dalam hal 

ini pemilu. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Prtisipasi 

Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014. 

1. Jenis penelitian 

Dalam penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula dalam 

pelaksanaan pilpres 2014 tahun 2014 peneliti menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Kirk dan 

Miler mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
6
 

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjaring realita di 

lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung dilapangan melalui 

wawancara, dokumentasi dan observasi.  

                                                           

6
 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002). Hlm. 3. 
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2. Fokus penelitian 

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi, jadi dalam fokus akan membatasi bidang 

inkuri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh 

dilapangan.
7
  

Didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi 

politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Agar dapat memberikan hasil yang 

lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian 

sebagai berikut pertama,tingkat partisipasi politik politik pemilih pemula 

dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta. Kedua,  kendala-kendala yang dihadapi pemilih pemula 

berpartisipasi politik dalam pelaksaan pemilu tahun 2014 di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. 

3. Sumber data penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

                                                           

7
 Ibid,. Hlm. 94. 
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sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan lewat 

angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompok-kelompokan terlebih 

dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan 

disesuaikan dengan dengan karakteristik yang menyertainya.
8
 

Berdasar sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga asli atau baru.
9
 Sumber data 

primer yang pertama yaitu responden, responden merupakan objek dari 

penelitian. Dari responden inilah, peneliti dapat mencari data yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yaitu pemilih pemula yang 

terdaftar dan mempunyai hak pilih pada pemilu presiden 2014 . 

Sementara itu sumber data primer yang kedua adalah informan, 

informan merupakan sumber berupa orang, dari beberapa informan, 

diharapkan dapat terungkap kata-kata dan tindakan yang diharapkan. 

                                                           

8
 Ikbal Hasan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002). 

Hlm. 8. 

9
 Ibid,. hlm. 80 
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Informan ini dipilih dari beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya 

dan mengetahui obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan informan adalah santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta yang sudah terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu 2014 

khususnya sebagai Pemilih Pemula. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, 

sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya 

dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti terdahulu. 

4. Metode pengumpulan data 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan berbagai teknik sebagai berikut: 

a. Teknik observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadapa gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer 

berada bersama objek yang sedang diselidiki, disebut observer langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 
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tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki, misalnya 

peristiwa tersebut diamati melalui film atau rangkaian slide atau 

rangkaian foto.
10

 

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data variabel 

partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 

dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. 

Untuk penelitian ini peneliti mengadakan observasi dengan cara 

mengamati aktivitas politik pemilih pemula Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Yogyakarta dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014. 

b. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
11

 

c.  Kuisioner (Angket) 

Kuisioner adalah salah satu media untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian yang paling popular digunakan. Kuisioner ini juga sering 

                                                           

10
 Maman Rahman, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, (Semarang: IKIPPers, 

1999). Hlm. 77. 

11
 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1999). Hlm. 186. 
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disebut dengan angket, dimana dalam kuisioner tersebut terdapat 

beberapa pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian 

yang hendak dipecahkan, disusun, dan disebarkan ke responden untuk 

memperoleh informasi dilapangan 

5. Analisa data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Analisis data dibagi menjadi dua yaitu analisis data statistik dan 

analisis data non statistik, mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil 

tetapi proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non 

statistik yang disebut juga sebagai analisis kualitatif yaitu analisis yang 

tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik 

atau model tertentu lainnya. Analisis data dilakukan terbatas pada teknik 

pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal 

ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang 

tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran. 

Data dianalisis dan diolah dengan cara: 

1. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari 

data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber dilapangan 

yang mendukung penelitian ini. 
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2. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan dan transformasi data ”kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. 

3. Penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. 

4. Menarik kesimpulan atau verivikasi, kesimpulan adalah suatu tujuan 

ulang pada catatn dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai 

makna yang muncul data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya yaitu merupakan validitasnya. 

Bentuk skema analisis data: 

 

 

 

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi ini, 

perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika skripsi. 

Adapun skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-Kesimpulan 
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Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah 

yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa 

thesis, skripsi, artikel-artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang 

dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul 

dengan kerangka teoritik, dilanjutkan dengan metode yang digunakan dalam 

penelitian dan emudian di akhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang pengertian partisipasi politik, pemilihan 

presiden dan pemilih pemula, serta yang terakhir adalah teori fikih siyasah 

yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan pemilih pemula 

terhadap pilpres 2014. 

Bab ketiga membahas bagaimana partisispasi pemilih pemula di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim pada Pilpres 2014 meliputi  profil pondok pesantren 

Wahid Hasyim mulai dari sejarah dan tokoh-tokoh pendirinya dan juga 

membahas bentuk dan konsep dari partisipasi, pemilu dan pemilu dalam islam. 

Bab keempat membahas analisis partisipasi pemilih pemula di pondok 

pesantren Wahid Hasyim pada pilpres 2014 dalam pandangan fikih siyasah. 

Bab lima membahas penutup yang melipiuti simpulan dan saran dari hasil 

penelitian tentang partisipasi pemilih pemula di Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim pada Pilpres 2014. 
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BAB II 

KONSEP PARTISIPASI POLITIK, PEMILIH PEMULA, PEMILIHAN 

UMUM DAN TEORI FIKIH SIYASAH 

A. Definisi Partisipasi Politik, Pemilu dan Pemilih Pemula 

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisispasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan 

negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi 

politik. Dinegara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah 

berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. 

Modernisasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan 

warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan 

tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan 

pemerintah.
12

 

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan 

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar 

inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam 

menentukan isi politik. Prilaku-prilaku yang demikian dalam konteks 

politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta 

dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara 

langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. 

                                                           

12
 Sudijono Sastroatmodjo, Partisipasi Politik, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995) 

Hlm. 67. 
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Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, 

yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
13

 Menurut Hutington 

dan Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang 

bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi 

pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual 

dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai 

atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif
14

, dari 

pengertian mengenai partisispasi politik diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan 

individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang 

berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan 

untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

2. Pengertian Pemilihan Umum(Pemilu) 

Berdasarkan UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam 

demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil 

rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah 

                                                           

13
 Ibid.,Hlm. 68. 

14
 Mariam Budiharjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1998) Hlm. 3. 
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yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakanlah pemilihan umum. 

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan 

duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak 

asasi warga negara dalam bidang politik. Pemilihan umum juga 

merupakan proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. 

Andrew Reynolds 2001 menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang 

didalamnya yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-

kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para 

kandidat.
15

  

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 

tentang penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan 

umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga 

negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-

hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan 

pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka 

semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. 

Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak 

                                                           

15
 Andrew Reynolds. Merancang Sistem Pemilu dalam Kemajuan. J, Linz, et. 

Al.,menjauhi demokrasi kaum belajar dari kekeliruan Negara-negra lain, (Bandung 2001). Hlm 

97. 
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mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari 

wakil-wakil rakyat. 

Dari pengertian diatas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola 

kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil 

rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia, 

maka pemilu 2014 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih 

berhak memilih langsul wakil-wakilnya dan juga memilih langsung 

Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah memilih Presiden dan 

Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara 

langsung oleh rakyat. Adapun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden 

adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 

20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 

puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, 

sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

4. Pengertian Pemilih Pemula 

Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap 

berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya 
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dalam pemilu. Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih 

dalam pemilu, (pemilihan umum) pemilih pemula perlu mengetahui dan 

memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa 

pemilu diselenggarakan,apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh 

ikut serta dalam pemilu, bagaimana menggunakan tatacara hak pilih dalam 

pemilu dan sebagainya.
16

 

Pemilih pemula dilihat dari karakter yang berbeda dengan pemilih 

yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu: 

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam 

TPS 

2. Pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang 

apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-

konflik sosial di dalam pemilu. 

3. Memiliki rasa ingin tahu mencoba dan berpartisipasi dalam pemilu 

meskipun kadang-kadang berbagai latar belakang yang berbeda. 

4. Menjadi sasaran pertama pemilu karena jumlahnya cukup besar 

5. Belum memiliki pengalaman memilih, dan memiliki antusis yang 

tinggi, kurang rasional. 

 

                                                           

16
 Azwar, Mencerdaskan Pemilih Pemula. http://www, ressay wordpress.com. 2008 

(diolah pada 26 Agustus 2014) 

http://www/
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Adapun empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula 

mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum 

adalah: 

1. Alasan kuantitatif, yaitu bahwa pemilih pemula merupakan 

kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif 

relative banyak dari setiap pemilihan umum. 

2. Pemilih pemula adalah suatu segmen pemilih yang mempunyai 

pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur dan diprediksi. 

3. Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi 

golput dikarenakan kebingungan banyaknya pilihan partai politik 

yang muncul yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih 

sama sekali. 

4. Masing-masing organisasi social politik mengklaim sebagai 

organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi 

pemilih pemula yang ahirnya muncul strategi dari setiap partai 

politik untuk mempengaruhi politik pemula.
17

  

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih 

yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan 

penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni 

pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih 

                                                           

17
 http://www, pemilih pemula ressay wordpress.com. 2008 (diolah pada 26 Agustus 

2014) 

http://www/
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pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka 

baru memasuki usia pemilih. 

Pada pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga 

negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 

10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih 

adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu 

dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 

17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin. 

Berdasar pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih 

pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu 

dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu(memberikan suara) 

pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan 

renang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka 

yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula 

dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pilpres) selama ini sebagai objek 

dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan 

dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya 

ketingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. 
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Berdasar definisi diatas disimpulkan bahwa ciri-ciri pemula yaitu: 

a. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah 

berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

b. Baru mengikuti pemilu(memberikan suara) pertama kali sejak 

pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-

21 tahun. 

c. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 

2014.
18

 

B. Teori Fikh Siyasah 

Fikih Siyasah adalah hukum Islam yang objek pembahasannya tentang 

kekuasaan. Apabila disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata Negara, 

hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi 

hubungannya, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan 

pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret didalam ruang lingkup satu 

Negara atau antarnegra atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik 

nasional maupun internasional.
19

 

Kata siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan 

Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga 

berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. Abdul wahab 

Khallaf menguntip ungkapan Al-Maqrizi mengatakan, arti siyasat adalah 
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 H. A. Dazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hokum islam dalam menyelesaikan 
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mengatur. Kata sasa sama dengan to govern, to lead. Siyasat sama dengan 

policy (of government, corprotion, etc) jadi siyasah menurut bahasa 

mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, 

mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencapai suatu tujuan siyasah. 

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, siyasat adalah mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. 

Sedangkan didalam Al-Munid disebutkan, siyasah adalah membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang 

menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan 

tugas dalam dan luar negeri untuk mengatur kehidupan umum atas dasar 

keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khalaf mendefenisikannya sebagai 

“undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Lain daripada itu beliau 

mendefinisikan bahwa fikih siyasah merupakan pengelolaan masalah umum 

bagi Negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan 

terhindar dari kemudaratan dan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-

prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat 

umum para imam mujtahid. Yang dimaksud dengan masalah umum bagi 

Negara adalah menurut Khalaf adalah urusan yang memerlukan pengaturan 

baik mengenai perundang-undangan Negara, peradilan, kebijaksanaan 

pelaksanannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri. 
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Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan: “Siyasah 

Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan 

mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai 

dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya 

yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditujukan oleh nash-nash 

tafshill yang juz‟I dalam al-qur‟an dan sunnah. Dari situ kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan 

kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan 

urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang 

kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua 

produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syari‟at. Karena 

ulil amri telah diberi hak oleh Allah SWT  untuk dipatuhi.
20

Sebagaimana yang 

tercantum dalam surat an-Nisa ayat 59: 

21ىى الاٍشٍْنٌٗاىشس٘ه ٗا ٘٘ الله ٗاطيعيب يٖب اىزيِ اٍْ٘ااطيع
 

   Pada prinsipnya fikih siyasah atau siyasah syariah berkaitan dengan 

mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara 

dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari 

kemadhorotan.
22

secara tersirat
23

, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua 
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 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 25-26. 
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22
 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 24. 
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dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak dicapai 

melalui proses pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, al-

siyasah pun diartikan: 

ثَبيصيحٔ ئٗاىسيبسة اىقيبً عو ش  

Kaidah fiqih Siyasah merupakan landasan yang digunakan dalam hal 

pelaksaan kenegaraan, terutama terkait hubungan antara rakyat dengan 

pemimpinnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Negara hendaknya tidak 

terlepas dari kaidah/dasar siyasah sebagaimana yang telah digariskan, 

diantaranya seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang 

diriwayatkan oleh Sa‟id bin Mansur: 

اّي اّزىث ّفسي ٍِ ٍبه الله ثَْزىة ٗاىي اىيحيٌ اُ اححجث اخذت ٍْٔ 

24سحغْيث اسحعففثأ ٗاُ اج د فبراايسش ت سد
 

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengorientasi 

kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau 

keinginan keluarganya atau kelompoknya. Tindakan dan kebijaksanaan 

kepala Negara dan para pejabat Negara harus disesuaikan dengan jiwa 

keputusan peraturan, dan perundang-undangan dengan memperhatikan 

keaslahatan rakyat banyak, yaitu tindakan dan kebijaksanaan yang 
                                                                                                                                                               

 

24
 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hokum islam dalam menyelesaikan 

masalah-masalah yang praktis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 148. 
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mendorong berkembangnya prakarsa dan krestifitas rakyat untuk memenuhi 

kesejahteraannya sendiri.
25

 Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat an-Nisa 58. 

ثيِ اىْب س اُ ٍشمٌ اُ جؤج٘االاٍْث اىي إيٖب ٗاراحنَحٌ اُ الله يب

26لله ّعَب يعظنٌ ثٔ اُ الله مب ُ سَيعب ثصيشاجحنَ٘اثب ىعذ ه اُ ا
 

Banyak contoh kaidah yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu 

setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang 

direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi 

kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat dan 

kemudaratan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. 

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh 

Imam Al-Ghozali dalam al-Musthafa, Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat 

dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. 

Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah: 

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqashid Syari‟ah, semangat 

ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qat‟i baik wurud maupun dalalahnya. 

                                                           

25
 J. Sayuti pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja 
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b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan 

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu 

bisa mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. 

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 

kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. 

d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat 

bukan kepada sebagian kecil masyarakat.
27

 

Lain daripada itu, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan 

setidaknya berpatokan pada kaidah: 

ي اىعف٘ خيشٍِ اُ يخطئ في اىعق٘ثةاُ الا ٍبً اُ يخطئ ف  

 Maksud kaidah diatas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil 

keputusan sangatlah. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin 

mengakibatkan kemadhorotan kepada rakyat dan bawahannya. 

 Demikian pula, harus menimbang maslahat yang lebih umum daripada 

yang khusus sebagaimana kaidah fiqh dibawah ini.
28

 

اىَصيحة اىخب صة ىعي صيحة اىعب ٍة ٍقذ ٍةاىَ  

Dalam fikih siyasah, ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan. 

Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul pembagian 
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lembaga kekuasaan dalam suatu Negara. Ada khalifah sebagai lembaga 

kekuasaan eksekutif (al-hal‟ah al-tanfidziyah), ada lembaga legislative atau 

al-hall wa al aqdi (al-hal‟ah al-tasyy‟iyah), dan pengawasan (al-hal‟ah al-

muraqabah).
29

 

Dalam masing-masing lembaga tersebut memiliki kekuasaan sesuai 

dengan bidang yang dibawahinya, artinya setiap kekuasaan mempunyai ahli 

khusus dalam bidang tersebut. Jika dianalogikan saat ini pada suatu Negara, 

Indonesia misalnya yang menganut asas check and balances melalui tiga 

lembaga yang dimilikinya, yakni eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam 

hal pengawasan ditangani oleh yudikatif sekaligus pula sebagai lembaga 

peradilan, tugasnya mengawasi kinerja eksekutif, lain dari pada itu pula 

sebagai pengawal dasar Negara agar berjalan sebagaimana yang dicitakan. 

Hal khusus ini yang dimaksud, dimana eksekutif atau legislative tidak 

berwenang melakukan pengawasan seperti yang dilakukan yudikatif. 

1. Teori Kepemimpinan Politik Islam 

Islam tidak hanya berbicara tentang beribadah mahdhah dan muamalat 

yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan 

politik, Negara, dan hubungan antar pemimpin dengan yang dipimpin, atau 

antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Bahwa seorang pemimpin harus 

memegang janji, jujur, amanah dan bertanggung jawab untuk menjalankan 

kekuasaannya berdasarkan kepentingan umum, itu intisari ajaran Islam yang 
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agung. Kepemimpinan bukan suatu prestasi yang perlu dibanggakan, tapi 

merupakan bentuk pengabdian dan pertanggung jwaban terhadap prinsip-

prinsip keimanan. Seseorang yang diangkat menjadi pemimpin harus 

memegang komitmen untuk menunaikan kewajiban kepemimpinannya dalam 

rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, karena pemimpin adalah amanah 

yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang dipimpin dan juga 

kepada Allah. Makna kepemimpinan bersifat temporal dan parsial, ia tidak 

bersifat hakiki. Apabila kekuasaan itu harus berakhir, tidak ada alat yang 

dapat mempertahankannya. Berakhirnya kekuasaan itu telah menjadi hak 

perogratif Allah karena yang berkuasa sebetulnya adalah Allah. 

Manusia hanya bersifat temporal, karena yang berkuasa secara mutlak 

terhadap segala yang ada adalah Allah SWT. Manusia hanya menjalankan 

sebagian kecil dari kekuasaan yang Allah berikan kepada orang tertentu 

untuk menjalankan perintah Agama-Nya. Dalam pandangan Jean Boudin, 

dalam Syarifudin Jurdi, menyatakan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu 

“kekuatan tertinggi yang abadi, tidak diwakilkan atau didelegasikan, tanpa 

batasan atau kondisi, tidak dapat dicabut dan tidak terlukiskan. Karena 

kekuasaan adalah sumber hokum, maka hokum tentu tidak bias 

membatasinya.
30
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Dalam kaidah hokum islam, seseorang yang layak menjadi pemimpin 

setidaknya memiliki: pertama, kemampuan intelektualdan spiritual yang 

unggul; kedua, akhlak atau moralitas yang tinggi; ketiga, kemampuan 

menjadi pelayan umat secara adil; keempat, amanah, jujur dan shiddiq 

seorang pemimpin bagi umat Islam merupakan pelayanan  yang harus 

mendahulukan kepentingan umatnya dari pada kepentingan diri sendiri. Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabatnya telah memberikan suri tauladan untuk 

menjadi pemimpin yang baik, yang disegani kaumnya dan juga musuhnya. 

Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup Nabi lebih mendahulukan rakyatnya, 

walaupun dirinya sendiri kelaparan.  

Al-Mawardi menyebutkan tentang tata cara pemilihan atau khilafah 

islamiyah, ada dua bentuk seleksi pertam: Ahl-al-ikhtiar, atau mereka yang 

harus memenuhi tiga syarat: adil, memiliki ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat diangkat 

sebagi imam, memiliki wawasan luas dan kearifan yang memungkinkan 

mereka, mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat 

mewujudkan kemaslahatan umat. Kedua Ahl al-Imamah atau mereka yang 

berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memenuhi tujuh syarat: adil, 

dengan segala persyaratan, ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad, 

panca inderanya yang lengkap dan sehat pendengaran penglihatan dan 

lisannya, utuh anggota tubuhnya, memiliki visi yang baik sehingga dapa 

membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan, 

keberanian yang memadahi untuk melindungi rakyat, syarat yang terakhir 
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tidak mutlak, artinya siapa saja dan dari suku manapun juga bias diangkat 

menjadi imam.
31

 

2. Teori Perilaku politik 

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan 

dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
32

Perilaku 

politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu 

tujuan, serta kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk 

mengatur kehidupan masyarakat secara umumdan bukan tujuan perorangan. 

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan sikap 

politik, yakni yang berkaitan dengan kesiapan bereaksi terhadap objek 

lingkungan tertentu suatu penghayatan terhadap objek tersebut.
33

. Adapun 

perilaku politik itu mempunyai faktor-faktor, antara lain:
34

 

Pertama, perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Sikap dan 

perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa 

historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak merupakan 

kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa. 
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Kedua, faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik 

masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya 

Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi 

ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, 

kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komusikasi, 

teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik.
35

 Ketiga, faktor budaya 

politik memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat. Berfungsinya 

budaya politik ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa 

dan struktur politiknya. Kemajuan budaya Indonesia mempengaruhi budaya 

budi bangsa. Berbagai budaya daerah pada masyarakat Indonesia 

berimplikasi pada terciptanya sebuah bentuk perilaku politik dengan 

memahami budaya politik masyarakat yang dipandang penting untuk 

memahami perilaku politik.
36

 Keempat, perilaku politik masyarakat 

dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai etika 

dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam 

perilaku politiknya. Kelima, pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi 

perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka 

semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan 

mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya. 

Keenam, faktor lingkungan sosial politik. Faktor ini mempengaruhi actor 

politik secara langsung seperti keadaan keluarga, cuaca, ancaman.  
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BAB III 

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI PONDOK PESANTREN WAHID 

HASYIM PADA PILPRES 2014 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

1. Letak Geografis Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim adalah salah satu pondok pesantren 

yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim berdasarkan pada administrasi pemerintahan 

terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim no.3 RT 06 RW 28 Gaten Condongcatur 

Depok Sleman Yogyakarta. Adapun batas-batas pedukuhan Gaten yaitu 

sebelah utara berbatasan dengan Selokan Mataram dan pedukuhan 

Pringgolayan, sebelah selatan berbatasan dengan pedukuhan Nologaten, 

sebelah timur berbatasan dengan Jalan Perumnas dan pedukuhan Mundu 

Saren, dan sebelah barat berbatasan dengan pedukuhan Pringwulung. 

Jarak tempuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim sekitar 15 Km dari 

pusat Kota Yogyakarta atau 20 menit apabila menggunakan kendaraan 

bermotor. Selain itu wilayah Pondok Pesantren Wahid Hayim sangat 

strategis karena dekat dengan kampus-kampus ternama di Yogyakarta, 

semisal UIN Sunan Kalijaga yang hanya berjarak  3 Km, UNY sekitar 2 

Km, UGM sekitar  4 Km, AMIKOM, UPN, ATMAJAYA, YKPN hanya 

berjarak 1 Km dari Pondok dan lain sebagainya. Maka dari itu banyak 

mahasiswa yang lebih memilih tinggal di Pondok Wahid Hasyim, karena 
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selain bisa belajar ilmu diperkuliahan  juga lebih bisa mendalami ilmu 

agama. 

2. Sejarah Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Sebagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren pada umumnya, 

pondok pesantren Wahid Hasyim pada awal mulanya  adalah 

merupakan Majlis Ta’lim rutinan yang diasuh oleh seorang Kyai. H Abdul 

Madjid demikianlah nama Kyai yang saat itu merintis sekaligus 

mengasuh Majlis Ta’lim di dusun Gaten disebuah wilayah kota 

Yogyakarta. Beliau adalah seorang ulama sekaligus da‟i pendatang yang 

berdomisili di dusun Gaten pada kisaran tahun 1925-an. Awal mula Majlis 

Ta’lim ini hanya sebuah kegiatan pengajian konvensional biasa yang 

diikuti oleh ibu-ibu dan beberapa orang dari kaum bapak. Namun 

demikian pada masa selanjutnya Majlis Ta‟lim ini mengalami 

perkembangan jama‟ahnya. Sehingga pelaksanaan yang pada awalnya 

dilakukan dirumah-rumah berganti dilaksanakan dimasjid Jami‟ Gaten 

secara rutinan. 

Spiritualitas (baca:keber-agama-an) bagi masyarakat Gaten 

mempunyai arti sama penting dengan kebutuhan untuk makan dan minum 

sebagai sumber kehidupan. Demikian pentingnya arti spiritualisme bagi 

mereka, hingga saat K.H Abdul Majid wafat masyarakat pun secara 

langsung menunjuk seorang sesepuh untuk menggantikan beliau. 

Tersebutlah nama Kyai Syafi‟i yang dipercayai oleh masyarakat Gaten 



39 

 

untuk menggantikan tugas dakwah beliau. Kyai Syafi‟i yang saat itu 

menjabat sebagai kepala dukuh, dengan rasa penuh tanggung jawab 

berusaha terus untuk melestarikan keberadaan Majlis Ta’lim yang telah 

dirintis oleh Kyai Abdul Majid tersebut. Pada saat itu jumlah Majlis 

Ta’lim yang ada telah berkembang biak dibeberapa daerah sekitar dusun 

Gaten. Namun demikian perkembangannya yang cukup signifikan baru 

terjadi pada masa K. H Abdul Hadi Syafi‟I. Yakni pengganti sekaligus juga 

putra sulung beliau sendiri. 

Pada masa Romo Kyai Haji Abdul Hadi, keberadaan Majlis Ta’lim ini 

semakin mengalami perkembangan dari waktu kewaktunya. Tercatat lebih 

dari sepuluh majlis ta’lim yang sama telah mulai diadakan di berbagai 

dusun disekitar wilayah Gaten. Bahkan saat itu, dengan didukung oleh 

Drs. Margono, H. Masyrif dan Bapak H. Kuat Hadikusumo, beliau juga 

mendirikan Madrasah Diniyah (1965) yang dikhususkan bagi remaja 

Gaten dan wilayah-wilayah sekitarnya. Demikian pada masa selanjutnya 

(1975) madrasah ini berubah menjadi Madrasah Ibtadaiyah dibawah 

naungan DEPAG RI dan mendapat bantuan tiga tenaga pengajar. 

Perkembangan terjadi kembali pada tahun yang sama, dalam mana saat 

itu di dusun Nologaten terdapat PGA yang bernama Wahid Hasyim yang 

sedang mengalami krisis dan ingin bergabung dengan madrasah yang 

dikelolah oleh Romo Kyai. Dan Romo Kyai sendirilah yang ditunjuk 

sebagai ketua pengelolahnya. Dibawah pengelolaan Romo Kyai, PGA ini 

tidak hanya dapat terselamatkan keberadaannya melainkan tetap terus 
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Eksis hingga sampai pada tahun 1980-an. dimana waktu itu pemerintah 

mulai menerapkan kebijakan baru berkenaan dengan penghapusan PGA 

dan menggantinya dengan MTs maupun Madrasah Aliyah. Maka praktis, 

mulai saat itu PGA Wahid Hasyim berubah naman menjadi MTs Wahid 

Hasyim dan Madrasah Wahid Hasyim. 

Namun demikian, ciri khas pengajian klasik yang telah dirintis oleh K 

Abdul Majid dan K. Syafi‟i tetap dipertahankan oleh Romo Kyai. Bahkan 

demi untuk tetap melestarikan warisan luhur pendahulunya, yayasan ini, 

oleh Romo Kyai, dengan persetujuan beberapa pihak, dirubah 

menjadi Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang 

bervisikan menciptakan lembaga yang dinamis-selektif, baik secara 

kulitatif maupun kualitatif, sehingga mampu melahirkan generasi Islam 

yang beriman, bertaqwa, cakap, trampil  serta memiliki pemahaman 

yang komprehensif tentang Islam serta juga berdedikasi tinggi terhadap 

agama, bangsa dan negara.
37

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

“Wahid Hasyim”, adalah sebuah nama yang diberikan oleh Pendiri 

(Al-Marhum Al-Maghfurlah KH. Abdul Hadi As-Syafi‟i) pada 11 Maret 

1977 M untuk sebuah Pondok Pesantren yang bertujuan menelurkan santri 

yang mempunyai intelektualitas keagamaan yang luas dan juga 
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berdedikasi tinggi dengan didasari akhlaqul karimah. Pada 12 Oktober 

1994 M / 7 Jumadil „Ula 1415 H. Pondok Pesantren Wahid hasyim resmi 

berbadan hukum dengan dibentuknya Yayasan Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim. 

Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim merupakan Pendidikan 

Islam Modern berbasis : 

 Penanaman Akhlaqul Karimah 

 Program Tahfidz Al-Qur‟an 

 Pengembangan Kemampuan Berbahasa Asing (Arab-Inggris) 

 Pengembangan Ketrampilan Penguasaan Kitab At-Turats (Kitab 

Kuning) 

Dengan visi “Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim sebagai pusat 

pengembangan Agama Islam dan pemberdayaan masyarakat serta menjadi 

wahana bagi terbentuknya pribadi muslim yang berilmu, berhaluan Ahlus 

Sunah Wal Jama‟ah, berakhlak mulia, berjiwa khidmah, mandiri, dan 

berwawasan kebangsaan ” dan misi “ Menyelenggarakan pendidikan 

formal dan non formal, melaksanakan pengabdian melalui pembinaan 

keagamaan dan pemberdayaan perekonomian santri dan masyarakat;” 

lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, Wahid Hasyim kini 

menjadi institut pendidikan modern dan sosial keagamaan terkemuka di 

Yogyakarta. 
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Madrasah Diniyah Wahid Hasyim adalah lembaga pendidikan non 

formal yang menyelenggarakan pendidikan agama secara klasikal dengan 

penekanan untuk kelas awal pada pendalaman ilmu alat (nahwu-soraf) dan 

kelas lanjutan pada pengembangan metodologi ilmu tafsir, fiqih dan ushul 

fiqih; Ma‟had „Aly  Wahid Hasyim adalah lembaga pesantren yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan pesantren dengan sistem 

perguruan tinggi, didirikan sebagai wahana pengembangan dan 

pendalaman ilmu-ilmu keislaman bagi para lulusan pondok pesantren yang 

mempunyai girah yang tinggi dalam tafaqquh fi ad-adin. Ciri khasnya 

adalah pengembangan dalam bidang metodologi hukum Islam (usul al-

fiqh) dan tafsir dengan mencoba memadukan model kajian ulama klasik 

dan kontemporer dan senantiasa menjaga keseimbangan antara tradisi dan 

metodologi, sehingga model kajian di lembaga ini tetap memelihara nilai-

nilai luhur ulama masa lalu, tetapi juga akomodatif terhadap dinamika 

pemikiran secara selektif. 

Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah untuk mencetak generasi 

muslim yang ahli dalam ilmu agama dan dapat merespon secara cerdas 

dan solutif terhadap persoalan-persoalan agama dan kehidupan 

keberagamaan umat Islam. Madrasah Hufadz wa Tafsir memfokuskan 

kepada kajianAl-Qur‟an. Selain itu, Yayasan Pondok Pesantren Wahid 

hasyim juga menyelenggarakan Pendidikan Formal Madrasah Ibtida‟iyah, 

Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. 
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Kegiatan sosial keagamaan ditopang oleh lembaga Pengabdian padam 

asyarakat yang secara intensif mengirimkan khatib, ustadz-ustadzah TPA, 

hingga ; dan Panti Asuhan yang memberikan beasiswa kepada siswa asuh. 

Kegiatan Santri Lembaga Seni Pesantren, Lembaga Pengembangan 

Keterampilan dan Kewirausahaan, dengan fasilitas yang mendukung 

seperti asrama yang kondusif, Laboratorium komputer dan Bahasa, 

Perpustakaan, Hotspot Area, Minimarket dan BMT Pesantren. 

Visi : Menjadi pusat pengembangan agama Islam dan Pemberdayaan 

Masyarakat serta menjadi wahana bagi pembentukan pribadi muslim yang 

berilmu, berhaluan ahlus-sunnah wal jama‟ah, berakhlak mulia, berjiwa 

khidmah, mandiri dan berwawasan kebangsaan. 

Misi : Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal; 

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menyelenggarakan 

kegiatan pemberdayaan perekonomian santri dan masyarakat.
38

 

4. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Penasehat: 

1. Nyai Hj. Hadiah Abdul Hadi 

2. KH. DR. Malik Madani 

3. KH. Masrif Hidayatullah 
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Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Drs. KH. Jalal Suyuthi, S.H. 

 

Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

H. Muhammad Nur Wachid Abdul Hadi 

 

Ketua II 

Muhammad Jazim Abdul Hadi 

 

Ketua III 

Sunhaji, S.Ag 

Kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Aris Munandar, S.Pd.I 

Kepala Madrasah Diniyah 

Zainul Hakim, S. Kom 

 

Kepala Madrasah Tsanawiyah 

M. Luqman Hakim, S. Sc 

Kepala Ma‟had „Aly 

Ahmad Jaelani, S. Pd. I 

 

Kepala Madrasah „Aliyah 

Agus Baya Umar, M. Pd. I 
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Lembaga Non Formal Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

 

Organisasi Santri Wahid Hasyim (OSWAH) 

Mahfudl Shiddiq Muhayyat 

 

Pengembangan Studi Bahasa 

(PSB) 

Ahmad Rizki Anzala 

Lembaga Beasiswa Wahid 

Hasyim (LBWH) 

Almusthofa 

 

Lembaga Sarana dan 

Prasarana (LSP) 

Ali Akbar Ayatullah 

Lembaga Pengabdian 

Masyarakat (LPM) 

Nur Alwi 

  

Lembaga Wakaf Wahid 

Hasyim  

Muhajir Arif Romadhoni 

Lembaga Seni Pesantren (el-

Sip) 

Syafa‟at Syareh Syifa‟ 
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Pusat informasi Alumni 

Wahid Hasyim           

(PIAWH)                     

Muhammad Ghufron Subiyanto 

Lembaga Pengembangan 

Ketrampilan dan 

Kewirausahaan (LPK2) 

Ibnu Anas  

 

B. Bentuk, Tujuan dan Landasan Partisipasi Politik 

1. Bentuk Partisipasi Politik 

Bentuk partisipasi  politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah 

pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau 

untuk memilih kepala negara.
39

 

Dalam buku pengantar Sosiologi  Politik, Michael Rush dan Philip 

Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut: 

a. Menduduki jabatan politik atau administrasi 

b. Mencari jabatan politik atau administrasi 

c. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik  

d. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik 

e. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik 

f. Partisispasi dalam rapat umum demontrasi, dsb 

g. Partisispasi dalam diskusi politik internal 
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 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hlm.  
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h. Partisispasi dalam pemungutan suara 

Sastroatmojo
40

 juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi 

politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua 

yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual 

dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau 

keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan 

warga secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti 

dalam kegiatan pemilu. 

Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik 

menjadi beberapa kategori:
41

 

a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari 

proses politik 

b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih 

dalam pemilu 

c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik 

misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat. 

d. Pengkritik adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk 

yang tidak konvensional. 

                                                           

40
 Sudijono Sastroatmodjo, Partisipasi Politik, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995) 

Hlm. 77. 

41
 A Rahman H, Sistem politik Indonesia, (Yogyakarta: graham Ilmu, 2007) Hlm. 289. 
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Menurut Rahman
42

 kegiatan politik yang tercakup dalam konsep 

partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk 

partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan 

menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non 

konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, 

penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk revolusioner frekuensi 

partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas 

sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga 

negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond 

yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan 

partisipasi politik non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik 

sebagai berikut: 

Bentuk-bentuk partisipasi politik 

Konvensional Non konvensional 

Pemberian suara(voting) Pengajuan petisi 

Diskusi politik Berdemonstrasi 

Kegiatan kampanye Konfrontasi, mogok 

Membentuk dan bergabung 

dalam kelompok kepentingan 

Tindak kekerasan politik hartabenda 

(pengrusakan, pengeboman) 

Komunikasi individual dengan Tindak kekerasan politik terhadap 
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pejabat politik dan 

administratif 

manusia(penculikan,pembubuhan) 

 

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson menguraikan bentuk 

partisipasi politik warga negara berdasarkan intesitasnya. Intensitas 

terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai 

partisipan, dan intensitas partisipasi sebagai aktifis. Bila dijenjangkan 

intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga 

serupa dengan piramida yang kemudian dikenal dengan nama “Piramida 

Prtai Politik”. Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi 

politik warga negara terletak dibawah.
43

 

2.  Tujuan Partisipasi Politik 

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap 

warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai 

dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu 

direfleksikan dalam kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan 

menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam 

partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu 

berbeda dengan yang lainnya.  
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(Yogyakarta: IRCiSoD, 2007). Hlm. 137 



50 

 

Menurut wainer menyatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya 

pergerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu: 

a. Moderenisasi disegala bidang, berimplikasi pada komersialisme 

pertanian, industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode 

masa, dan sebagainya.  

b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan 

struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas 

menengah dan pekerja batu yang semakin meluas dalam era 

industrialisasi dan moderernisasi. Dari hal itu muncul persoalan 

yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan-pembuatan 

keputusan-keputusan politik yang akhirnya membawa perubahan-

perubahan dalam pola partisipasi politik. Kelas menengah baru itu 

secara praktis menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat 

yang terkesan demokratis. 

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa 

merupakan faktor meluasnya komunikasi politik masyarakat. Ide-

ide baru seperti nasionalisme, liberalisasi akan mengakibatkan 

tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan. Komunikasi yang luas mempermudah penyebaran ide-

ide seluruh masyarakat. Dengan msyarakat yang belum maju 

sekalipun akan dapat menerima ide-ide politik tersebut secara 

tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat dalam ikut 

serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.  
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d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin 

politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk 

mencapai kemenangan dilakukan  dengan cara melakukan 

dukungan masa. Dalam hal mereka beranggapan, adalah sah 

apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam 

upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi masa. Implikasinya 

adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi 

manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan 

pers. Dengan demikian pertentangan dan perjuangan kelas 

menengah kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat. 

e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam 

urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup 

aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya 

tuntutan-tuntutan yang berorganisasi untuk ikut serta dalam 

mempengaruhi keputusan politik. Hal tersebut merupakan 

konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang 

kehidupan. 

Menurut Davis partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi 

penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian 

menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan 

pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran 

partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang 

memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. 
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Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran 

serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program 

politik dan pembangunan. 

b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat 

untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan 

meningkatkan pembangunan.
44

 

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun 

pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan 

masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik 

merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap 

pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. 

3. Landasan Partisipasi Politik 

Bahwa landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan 

partisispasi politik adalah: 

a. Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan, 

pekerjaan yang serupa. 
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 Sudijono Sastroatmodjo, Partisipasi Politik, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995). 

Hlm. 85. 

 



53 

 

b. Kelompok/komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, 

bahasa, atau etnis yang sama. 

c. Lingkungan (neighborhood): perorangan-perorangan yang secara 

geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain. 

d. Partai: perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi 

formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau 

mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan 

legislatif pemerintahan. 

e. Golongan (fuction): perorangan-perorangan yang dipersatukan 

oleh interaksi yang terus menerus dan intens satu sama lain, dan 

salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, 

artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat 

secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang 

mempunyai sistem setatus, kekayaan dan pengaruh yang tidak 

sederajat.
45

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, adalah: 

a. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, 

media masa, sistem budaya, dan lain-lain. 
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b. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk 

kepribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan 

sebagainya. 

c. Struktur kepribadian yang tercemin dalam sikap individu. 

d. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang 

mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan 

suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, 

danlain-lain.
46

 

C. Tujuan, Asas dan Sistem Pemilihan Umum 

1. Tujuan Pemilihan Umum 

Tujuan Pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang 

representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 

1945 Bab VII pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk 

memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 22 tahun 

2007 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

sesuai dengan amanat konstitusional yang diselenggarakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara 

Republik Indonesia. Melalui pemilu dan hasilnya masyarakat 
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mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan 

mereka sehari-hari. 

2.  Asas Pemilihan Umum 

Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Pengertian asas pemilu adalah: 

a. Langsung 

Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung 

memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa 

perantara. 

b. Umum 

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan 

minimal dalam usia, yaitu 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak 

ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 

tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). 

c. Bebas 

Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa 

tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam 

melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, 

sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan 

kepentingannya. 
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d.  Rahasia 

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak 

akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui 

oleh orang lain kepada siapapun semuanya akan diberikan. 

e. Jujur 

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana 

pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan 

pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat 

secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Adil 

Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol 

peserta pemilu dapat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 

3. Sistem Pemilihan Umum 

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, 

akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu: single 

member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya 

disebut sistem distrik) dan multi-member constituency (satu daerah 

pemilihan memilih beberapa wakil: biasanya dinamakan Proportional 

Respresentation atau Sistem Perwakilan Berimbang). 
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a. Single-member constituency (sistem distrik) 

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan 

didasarkan  atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik 

karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam 

Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan 

dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam 

Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. 

Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk anggota Dewan 

Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem 

distrik. 

b.  Multi-member constituency (Sistem Perwakilan Berimbang) 

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya 

dinamakan prportional representation atau sistem perwakilan 

berimbang. Sistem ini dumaksud untuk menghilangkan beberapa 

kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah 

kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai 

dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini 

diperlukan suatu pertimbangan.  

Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas 

dasar perimbangan dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah 

wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. 

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana dengan 

adanya sistem pemilihan umum yang bebas untuk membentuk dan 
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terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan 

tujuan negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan 

pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu 2014 dilakukan dua kali 

putaran pertama memilih anggota DPR, DPD dan DPRD (legislatif) 

kemudian pemilu putaran kedua yaitu memilih presiden dan wakil 

presiden (eksekutif). Dalam pemilu legislatif rakyat dapat memilih 

secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Pada pemilihan umum 

anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar 

calon terbuka dimana dalam memilih, rakyat dapat mengetahui siapa 

saja calon wakil-wakilnya yang akan mewakili daerahnya. Selain 

dilaksanakan sistem proporsional juga adanya sistem distrik dalam 

pemilihan untuk anggota DPD(Dewan Perwakilan Daerah). Dengan 

adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat 

memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-

benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari 

rakyat yang memilihnya. 
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D. Bentuk Pemilu Dalam Islam 

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemilu merupakan media untuk 

memilih anggota majlis umat, serta salah satu cara (uslub) untuk memilih 

seseorang yang akan dicalonkan sebagai kepala Negara (khalifah).  

Pada dasarnya, fakta majelis umat dalam pemerintahan Islam berbeda 

dengan fakta parlemen yang ada didalam sistem pemerintahan demokrasi. 

Keanggotaan, mekanisme pengambilan pendapat, dan wewenang majelis umat 

berbeda dengan keanggotaan, pengambilan pendapat dan wewenang yang ada 

dalam parlemen demokrasi. 

Dari sisi keanggotaan, majelis umat terdiri dari muslim dan non muslim, 

baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, nonmuslim tidak diperkenankan 

memberikan aspirasi dalam hal pemerintahan maupun hukum. Mereka hanya 

berhak menyampaikan koreksi atau aspirasi-aspirasi yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan dan penerapan hukum Negara. Sedangkan dalam 

sistem demokrasi, muslim maupun nonmuslim diberi hak sepenuhnya untuk 

menyampaikan aspirasi dalam hal apapun secara mufakat. 
47

  

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 30: 

                                                           

47
 http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-14 (diolah pada tanggal 26 

Agustus 2014) 

http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-14
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سثل ىيَيئنة اّي جب عو فى الاسض خييفة, قب ى٘ااججعو  ٗارقب ه

ىل, قب ه  ٍِ يفسذ فيٖب ٗيسفل ا ىذ ٍبء , ّٗحِ ّسجح ثحَذ ك ٗجقذ س فيٖب

.اّي اعيٌ ٍب لاجعيَُ٘
48

 

Dalam sejarah umat islam permasalahan yang pertama muncul setelah 

Rosulullah wafat adalah Khalifah. Berdasarkan ayat di atas sesungguhnya 

kata khaifah sudah ada dijaman rasul masih hidup, namun perselisihan 

mengenai Khalifah baru terjadi setelahbeliau wafat. Perselisihan itu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pertama tidak adanya 

wasiat atau pesan Nabi, tentang siapa diantara para sahabat yang harus 

menggantikan beliau sebagai pemimpin umat dan kedua tidak adanya dalil 

baik al-Qur‟an maupun Hadits yang secara tegas menerangkan konsep 

pengangkatan khalifah, lebih-lebih petunjuk tentang menentukan 

pemimpin umat atau kepala Negara. 

Sepeninggal beliau, Al-Qur‟an hanya menjelaskan secara umum 

didalam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah dengan cara 

bermusyawarah, baik dalam urusan pemerintahan, keluarga dan lain 

sebagainya, tak terkecuali masalah pengangkatan khalifah, hanya ada 

aturan-aturan umum, tanpa ada pola yang baku tentang bagaimana 

musyawarah itu harus diselenggarakan. Itulah kiranya salah satu sebab 

                                                           

48
 Al-Baqarah(1):30 
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utama mengapa dalam pengangkatan epat al-Khalifah al-rasyidin itu 

ditentukan melalui musyawarah, tetapi pola musyawarah yang 

ditempuhnya beranekaragam antara yang satu dengan yang lainnya. 

Banyak hal yang terjadi pada masa prosesi sampai pada metode 

pemerintahan al-Khilafah al-Rasyidin. Bahwa pada masa mereka tidak ada 

format yang baku didalam pengangkatan dan pemberhentiannya. Hal ini 

bisa dilihat dari masing-masing pemimpin yang memerintah pada waktu 

itu, semuanya berbeda, baik dalam proses pengangkatannya sampai pada 

cara pemberhentiannya. Seperti halnya proses pengangkatan Sayyidina 

Abu Bakar, beliau dipilih dengan cara yang sangat demokratis, karena ia 

dipilih secara musyawarah terbuka, lain halnya dengan pengangkatan 

Sayyidina Umar, beliau dipilih dengan sistem penunjukan oleh 

pendahulunya dan berbeda juga dengan Khalifah Utsman yang dipilih oleh 

tim formatur dan yang terakhir adalah pengangkatan Sayyidina Ali, beliau 

dipilih oleh beberapa tokoh perang badar. Begitu pula dengan mekanisme 

pemberhentiannya pun tidak ada bentuk dan format yang pasti, ini dilihat 

dari berhentinya memimpin, semuanya berakhir dibunuh kecuali 

Sayyidina Abu bakar.
49

  

Dari beberapa bentuk yang berbeda itu, yang pernah dilakukan dimasa 

al-Khulafah al-Rasyidin, munculah pendapat semisal al-Mawardi, bahwa 

                                                           

49
 http://ibnufatih.wordpress.com/khilafah/metode-pengangkatan-khalifah/  

http://ibnufatih.wordpress.com/khilafah/metode-pengangkatan-khalifah/
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seorang imam atau Khalifah dapat terwujud dengan dua cara, yaitu: 

Pertama dengan cara mengangkat ahlul aqdi wal halli (mengikat dan 

melepas), artinya semacam majlis permusyawaratan yang wewenang 

untuk mengangkat dan memberhentikannya. Kedua dipilih langsung oleh 

pemimpin sebelumnya, hal ini mungkin terjadi dengan cara ditunjuk 

langsung atau melalui pesan atau wasiat kepada rakyatnya untuk 

mengangkatnya sebagai pemimpin.
50

 

Berpijak pada dua metode ini, secara teoritis bahwa pada masa 

pemerintahan al-Khulafah al-Rasyidin telah dianggap absah, karena sudah 

memenuhi kriteria yang dicantumkan oleh al-Mawardi didalam 

pemerintahan sahabat sahabat yang empat, memang semuanya bersifat 

pemula didalam menyusun dan memformat pemerintahan pada waktu itu, 

sehingga tidak hanya prosesi pengangkatan khalifah yang tidak ada aturan 

yang baku, sehingga sampai pada periode khalifah untuk mengemban 

pemerintahan, juga tidak ada aturan yang pasti tentang itu.
51

 

Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, bahwa masa periode Khalifah 

tidak dibatasi dengan waktu, selama imam itu mampu untuk mengemban 

tanggungjawab didalam pemerintahan dan masih sejalan dengan ajaran 

Islam, selama itu juga bisa mengemban pemerintahannya. Dari sejarah 

                                                           

50
 Munawir Sjadali, Islam dan Tata Negara, (UI Pres, Jakarta, Edisi Kelima, 1995), Hlm 

21 

51
 Ibid,.Hlm 21 
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Khulafau al-Rasyidin ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran 

tentang bagaimana cara memilih dan menentukan seorang pemimpin (ulul 

amri) dan lebih-lebih pada masa sekarang ini.   
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BAB IV 

ANALISA PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI PONDOK PESANTREN 

WAHID HASYIM PADA PILPRES 2014 DALAM PANDANGAN FIKIH 

SIYASAH 

A. Hasil Penelitian 

a. Keadaan dan Jumlah Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Yogyakarta merupakan miniatur dari kemajemukan Indonesia, karena 

santri yang menetap disini didalamnya memiliki keragaman asal daerah 

santri dari berbagai daerah di Indonesia baik dari pulau Jawa maupun dari 

luar pulau Jawa. Adapun jumlah asrama mahasiswa di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim adalah 19 asrama. Dengan rincian: sembilan asrama putra 

dan sembilan asrama putri. Untuk asrama putra terbagi menjadi: Asrama 

Abu Bakar, Asrama Umar, Asrama Utsman, Asrama Ali, Asrama al-

Syafi‟i, Asrama al-Ghazali, Asrama Ilyas, Asrama Abdur Rasyid, dan 

Asrama al-Farabi. Sedangkan untuk asrama putri terbagi menjadi: Asrama 

Halimah, Asrama al-Hidayah, Asrama Tahfidz 2, Asrama Thafidz 3, 

Asrama al-Hikmah, Asrama an-Najah, Asrama an-Nisa‟, Asrama an-Nuur, 

dan Asrama Abdul Hadi Center (AHC). Selain itu juga terdapat ashrama 

untuk anak sekolah (Takhasus) dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, 

Madrasah Tsanawiyah dan Juga Madrasah Aliyah. 
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Pada tahun 2014, jumlah total santri mahasiswa dan anak sekolah  

Pondok Pesantren Wahid Hasyim kurang lebih 1033 santri dan terbagi di 

delapan belas asrama tersebut. 

Jumlah santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta pada tahun 

2014 

No. Nama Asrama Jumlah Santri 

1 Abu Bakar 27 

2 Umar  17 

3 Utsman 35 

4 Ali 35 

5 al-Syafi'i 13 

6 al-Ghazali 11 

7 Abdur Rasyid 14 

8 Ilyas 9 

9 al-Farabi 8 

10 Halimah 39 

11 al-Hidayah 45 

12 Tahfdz 2 15 

13 Tahfidz 3 19 

14 al-Hikmah 68 

15 an-Najah 32 

16 an-Nisa' 21 



66 

 

17 an-Nur 19 

18 Abdul Hadi Center (AHC) 60 

19 Takhasus MI 28 

20 Takhasus Mts 266 

21 Takhasus Aliyah 252 

JUMLAH TOTAL 1033 

Jumlah santri Pondok Pesantren Hasyim mengalami peningkatan 

dari tahun-ketahun. Hal ini disebabkan karena di Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim selalu melakukan pembenahan dalam bidang akademik maupun 

non akademik. Tercatat pada tahun 2014 jumlah santri mengalami 

peningkatan. Adapun keseluruhan jumlah santri putra Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim 442 santri, dan jumlah santri putri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim 591 santri. 
52

 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Tahun 2014 

No. Santri Jumlah Santri 

1 Santri Putra 442 Orang 

2 Santri Putri 591 Orang 

Jumlah Total 1033 orang 

 

                                                           

52
 Wawancara dengan Bapak Mahfudl Shiddiq Muhayyat (Ketua OSWAH ) pada 29 

Agustus 2014 pukul 21.00 WIB. 
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b. Jumlah Pemilih Pemula Pada Pilpres 2014 di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim 

Berdasarkan jumlah santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim yaitu 

sebanyak 1033 santri yang terdiri dari beberapa tingkatan seperti yang 

sudah diklasifikasikan diatas yaitu, tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 

Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Mahasiswa. Adapun berdasar hasil 

penelitian yang peneliti lakukan dengan melihat daftar semua santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim diperoleh data sebagai berikut: 

PEMILIH JUMLAH PEMILIH 

Mahasiswa 487 

Anak Sekolah 27 

TOTAL PEMILIH 514 

Berdasar data table diatas, daftar pemilih dalam Pemilu Pilpres tahun 

2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim  yaitu sebanyak 514 pemilih. 

B. Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada 

Pilpres 2014 

a. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula 

Partisipasi politik masyarakat bukan satu-satunya ukuran legitimasi 

politik terhadap sukses atau tidaknya pemilu dalam suatu Negara, 

disamping itu juga bukan ukuran untuk keberhasilan dari kegiatan 

sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat suatu bangsa. Tapi secara 

kondisional politik, proses demokratisasi memiliki persyaratan untuk dapat 
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berjalan dengan baik, apabila tingkat pendidikan masyarakat yang secara 

mayoritas sudah cukup baik, keidupan ekonomi yang cenderung mapan 

dan tentunya adalah kedewasaan dalam memandang dinamika 

ketatanegaraan dalam  perspektif politik.  

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih 

Pemula Dalam Pelaksanaan Pilipres 2014 di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim 

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam 

partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan 

pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan 

kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga 

dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar 

belum memiliki jangkauan politik yang luas unruk menentukan kemana 

mereka harus memilih. 

Menindaklanjuti hal tersebut, peneliti berusaha menggali informasi 

dari beberapa responden dan informan tentang faktor penghambat maupun 

pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu presiden tahun 

2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil 200 responden dari santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

yang sudah termasuk sebagai pemilih presiden 2014. 
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a. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih 

Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014 

1. Kesibukan Sehari-hari 

Perlu kita ketahui bersama bahwa kelompok pemilih pemula 

yang berentang usia 17-21 tahun yang berada di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim ini banyak terangkum dalam kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan 

mereka daripada ikut berpartisipasi pada pemilu presiden. Hal ini 

diungkapkan oleh Muhammad Mudangi mahasiswa UTY semester 

V (20th) wawancara tanggal 9 September 2014 mereka 

mengatakan bahwa tugas utamanya adalah sekolah dan mengaji, 

sedangkan untuk bisa ikut berpartisipasi pada pemilu presiden 

2014 lalu mereka lebih memilih untuk tidak ikut, selain karena 

tempat mencoblos (TPS) yang jauh karena dia berasal dari Cilacap, 

maka apabila kalo mau memberikan suara dia harus pulang terlebih 

dahulu ke Cilacap. Alasan lain untuk tidak ikut berpartisipasi pada 

pemilu 2014 lalu, selain sekolah dan mengaji juga mempunyai 

tanggung jawab yang lain di Pondok yaitu sebagai panitia 

RESPONDEN BERPARTISIPASI TIDAK BERPARTISIPASI 

200 113 87 

JUMLAH 200 
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pembangunan dan sarana prasarana Pondok pesantren Wahid 

Hasyim.
53

 

2. Tidak Ada Waktu Untuk Menyuarakan Suara 

Sedangkan faktor internal kedua tidak ada waktu untuk 

menyuarakan suara adalah alasan lain yang dimiliki santri Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim. Berdasarkan pada pelaksanaan Pemilu 

Presiden 9 Juli 2014, masa libur Nasional untuk Pemilu adalah satu 

hari, yaitu pada hari Rabu. Sedangkan untuk h-1 masih termasuk 

hari aktif kegiatan pembelajaran mengaji di Pondok dan juga 

kegiatan KBM bagi anak-anak sekolah yang sudah masuk dalam 

daftar pemilih. Begitu pula pada h+1 yang bertepatan pada hari 

Kamis, juga termasuk hari aktif Pondok. Berdasarkan pada alasan 

inilah, santri yang berada di luar Kota Yogyakarta tidak mengikuti 

Pemilu Presiden 2014 lalu. 

3. Rasa Ingin Tahu 

Pemilih Pemula adalah kelompok pemilih yang belum 

mempunyai pengalaman dalam pesta demokrasi. Dan kesemarakan 

pemilu di negri ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi 

kelompok pemilih pemula. 
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 Wawancara dengan Mas Muhammad Mudangi  pada 9  September  2014 pukul 17.15 
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Pengalaman yang sangat minim dalam pesta demokrasi yang 

mulai berkembang dinegri ini menjadikan kelompok pemilih 

pemula ingin ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin 

merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan 

pemilu. 

Hal itu juga dirasakan oleh para pemilih Pemilu Pilpres di 

pondok pesantren Wahid Hasyim, dalam wawancara peneliti pada 

tanggal 9 September 2014 dengan responden yang bernama 

Muhammad Zainul Mustofa (20th) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga  

menyatakan bahwa dirinya baru pertama kali ini melakukan 

kegiatan pencoblosan sehingga dia tidak akan melewatkan dan 

menyempatkan waktu untuk datang ke TPS yang berletak di daerah 

asalnya yaitu Purworejo untuk memberikan hak suaranya untuk 

memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus merasakan 

pengalaman yang baru pertama kali mereka alami.   

4. Kesadaran Politik Para pemilih 

Kesadaran pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam 

pemilu presiden tahun 2014 oleh santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim dan harus mensukseskan pemilu yang diselenggarakan 

untuk membawa negri ini ke arah yang lebih baik sudah cukup 

banyak dilakukan, yaitu dengan ikut berpartisipasi memberikan 

hak suaranya untuk memilih calon pemimpin dan wakil pemimpin 
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untuk Indonesia kedepan. Seperti wawancara dengan Toyib N 

(19th) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga asal Cilacap, walaupun saya 

disini baru beberapa bulan karena saya mahasiswa baru dan santri 

baru di Pondok ini, tapi untuk Pemilu Presiden saya sempatkan 

waktu untuk pulang ke Cilacap sebentar. Karena menurut saya 

memilih ataupun memberikan hak dalam pemilihan umum 

sangatlah penting, karena satu suara kita sangat menentukan nasib 

bangsa Indonesia kedepan. 

b. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih 

pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pada Pilpres 2014 

1. TPS Berada di Luar Kota atau Tidak Terjangkau 

Jika dilihat pada alasan pertama TPS berada di luar kota atau 

tidak terjangkau merupakan alasan yang paling banyak dimiliki 

oleh santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Karena dari beberapa 

santri yang berdomisili di Pondok Pesantren Wahid Hasyim adalah 

berasal dari luar kota Yogyakarta bahkan luar pulau Jawa. 

Sedangkan untuk waktu pelaksaan Pemilu adalah satu hari saja. 

Seperti wawancara dengan Mba Luluk Lailatul Mufidah (19th) 

mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi UPN Veteran semester V asal 

NTT, dia berkata kalo mau ikut berpartisipasi pemilu presiden 

2014 lalu, dia harus pulang ke NTT terlebih dahulu, dan 

menurutnya sangat kerepotan. Selama tinggal di Pondok Pesantren 
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Wahid Hasyim mulai dari masuk walaupun lebaran saya tidak 

pulang, masa hanya karena pemilu harus pulang ke NTT. 

Sebenarnya ada program dari KPU untuk bisa terdaftar sebagai 

DPT dimana sekarang ia tinggal, tapi menurutnya proses 

pendaftarannya terlalu ribet dan sosialisasinya masih sangat 

kurang.
54

 

2. Tidak Ada Biaya Untuk Pulang ke Daerah Asal 

Adapun tidak ada biaya untuk pulang ke daerah asal 

merupakan alasan yang tidak sedikit dimiliki oleh santri Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim. Karena dalam sisi ekonomi santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim, moyoritas masih bergantung 

pada orang tua. Dan mereka mendapatkan kiriman  tersebut rata-

rata satu bulan sekali. Sehingga apabila dana tersebut digunakan 

hanya untuk pulang ke daerah asal dan kembali lagi ke pesantren, 

maka akan menimbulkan kerugian baik di pihak santri maupun 

wali santri. 
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 Wawancara dengan mba Luluk Laelatul Mufida pada 11 September 2014 pukul 16.00 

WIB 
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c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan Calon Presiden dan 

Wakil Presiden Oleh Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pilpres 

2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Dari 200 responden santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang 

mengisi angket  dan hasil wawancara tentang pasangan mana yang 

dipilih maka didapat hasil bahwa kebanyakan dari mereka memilih 

pasangan nomor urut satu, kemudian disusul dengan golput dan yang 

terakhir adalah pasangan nomor urut dua. 

RESPONDEN NO URUT 1 NO URUT 2 GOLPUT 

200 72 41 87 

JUMLAH 200 

 Dari sini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan 

alasan dan faktor apa yang melatarbelakangi pilihan mereka: 

1. Historis (Rekam Jejak) 

Rekam jejak merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan, 

karena dengan ini seseorang akan memperoleh penilaian dari orang 

lain. Dalam hal ini adalah mereka calon pasangan presiden dan 

wakil presiden baik nomor urut satu maupun nomor urut dua. 

Banyak masyarakat ataupun pemilih dalam menentukan pilihan 

capres dan cawapres mereka berdasarkan rekam jejak dari masing-
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masing kedua pasangan calon tersebut. Seperti hasil angket 

wawancara tertulis dari bebrapa sumber yaitu: 

 Anwar Aziz (19
 
th) : Alasan saya memilih nomor urut dua 

adalah karena Pak Jokowi orangnya tegas, dan disiplin. 

Dilihat dari hasil kepemimpinannya di Solo sehingga Solo 

menjadikan kota yang indah dan tertib. Dan InsyAllah jika 

Pak Jokowi memimpin Indonesia ini akan lebih baik dari 

masa-masa presiden sebelumnya. 

 Ahmad Shofiyullah Fahmi (18 th) : Kerena sudah melihat 

sejarah kepemimpinan dan segudang prestasi sejakdari Solo 

sampai Gubernur DKI Jakarta 

 Toyib Nur Hamid (19 th) : No urut 2 sudah punya jejak 

prestasi selama menjadi seorang pemimpin. Memang 

penampilan dapat membuat image tersendiri bagi 

seseorang, tetapi jejak prestasilah yang telah membuktikan 

kemampuan seseorang. 

2. Media Sosial  

Media sosial merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan kita pada jaman sekarang, terlebih untuk kalangan anak 

muda. Hampir setiap saat dan setiap waktu mereka selalu 

bersentuhan ataupun menggunakan media ini, baik untuk mencari 

informasi, hiburan dan lain-lain. Bahkan sekarang media sosial 
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bisa dibilang sebagai gaya hidup (life style) yang tidak bias 

dipisahkan dari kehidupan kita. Dalam hal ini terkait pemilihan 

presiden 2014, media sosial tentunya merupakan hal yang sangat 

berpengaruh bagi pilihan mereka, khususnya para pemilih pemula 

di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Seperti hasil wawancara 

tertulis: 

 Muhimmatul khoiroh (18 th) : Dalam kesempatan debat 

capres dan cawapres kemarin disalah satu stasiun tv 

cawapres nomor 2 memberikan argument dan pertanyaan 

yang sangat menyudutkan capres nomor satu, namun 

dengan tenang capres satu menjawab pertanyaan itu dengan 

tegas dan bijak tanpa menyangkut pautkan pihak lain. Dan 

tentunya capres dan cawapres nomor 1 mampu 

membimbing rakyat dengan pedoman ilmunya dan agama 

yang baik. Cara pengucapan nama tuhan “Allah” dan cara 

memimpin doa “sapu jagad” beliau nomor dua sangat jauh 

dari ketentuan yang baik dan nomor urut satu saya rasa 

memiliki basik agama yang baik. Namun sebagai WNI 

yang baik, nomor satu sudah terpilih, maka manapun 

pilihannya dan hasilnya, Allah sudah mewujudkan jalan 

terbaik untuk Indonesia tercinta. Nomor satulah pilihannya. 

 Ulfa Ramandani (18 th) : Karena kesannya pasangan no 

urut dua tampilkan saat debat berlangsung sangat sportif, 
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berdedikasi visi misi yang beliau aturkan selaras dengan 

apa yang dilakukan presiden SBY 

3. Taklid 

Kepatuhan ataupun mengikuti pendapat seseorang, dalam hal 

ini biasanya mengikuti ulama, sesepuh ataupun seseorang yang 

dianggap benar oleh kita merupakan hal yang banyak dilakukan 

oleh orang-orang. Oleh karena itu banyak orang-orang yang 

memiliki pandangan yang sama karena mengikuti ataupun 

kepatuhan terhadap seseorang tertentu. Dalam kaitannya pemilihan 

presiden 2014 ini, taklid merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pilihan mereka terhadap pemilu presiden 2014 lalu, 

seperti wawancara tertulis dengan: 

 M Yahya Muzaki (19 th) : Bukan dari capres saya melihat 

tapi dari guru besar Habib Luthfi bin Yahya yang juga 

memilihya. 

 John said (21 th) : Manut Mbah Maemoen Zubair, karena 

manut Pak Kyai lebih becik, tur saya tidak tahu menahu 

soal kebusukan politik. 

4. Cara Kerja (gerakan ataupun terobosan) 

Variasi cara kerja yang seseorang lakukan dan dianggap oleh 

masyarakat baik dan bisa diterima juga mempengaruhi perspektif 

ataupun pandangan terhadap orang tersebut. Hal ini juga 
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mepengaruhi pemilih pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

pada pilihan presiden 2014 lalu, seperti wawancara tertulis dengan: 

 Novi beta cipta ningsih (17 th) : Karena orang yang tepat, 

dengan gerakan perubahan, tak banyak janji tapi realisasi. 

5. Sosok 

Seseorang menjadi sorotan, perbincangan oleh masyarakat 

karena kepribadian, tingkah laku, hasil karya ataupun yang lainnya 

yang dianggap baik dan perlu dicontoh ataupun diikuti merupakan 

hal yang juga harus dan perlu dimiliki oleh seseorang khususnya 

para calon pemimpin bangsa ini. Dan sosok merupakan hal yang 

paling banyak menjadi pertimbangan seseorang menentukan 

pilihannya, seperti halnya juga para pemilih pemula di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim, dari beberapa wawancara tertulis dengan 

para santri faktor inilah yang paling banyak yang menjadi alasan 

mereka menentukan pilihannya. Seperti wawancara dengan:     

 Reni Virgiani (19 th) : Karena nomor urut satu sosok yang 

tegas dan berwibawa serta bertanggung jawab. 

 Nasih Ulwan (19 th) : Because, bapak calon presiden 

kemaren yang nomor 1 terlihatnya tegas, dari ketika setelah 

hasil pemilihanpun ia memiliki ketegasan yang luar biasa. 

 Irmey Uly R (20 th) : Sudah tersihir oleh kharismanya Pak 

Jokowi, pilih no 2 Jokowi JK 
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 Dina aulia (19 th) : Jokowi merakyat, wonge sante broh 

 Poppy (20 th) : Karena nomor urut 2 sangat merakyat 

dengan rakyat kecil 

 M fitroni (19 th) : Tegas 

6. Visi-misi 

Visi-misi ataupun patokan dan tujuan adalah hal yang sangat 

penting yang harus dimiliki. Ketika visi dan misi itu dianggap 

sesuai dan sejalan maka terciptalah persepsi, patokan, dan tujuan 

arah yang sama atupun sejalan. Dalam pemilihan presiden 2014 

lalu visi dan misi juga mempengaruhi dan menjadi pandangan  

pilihan oleh para pemilih pemula santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim 2014, seperti wawancara tertulis dengan:    

 Nurul Laila (19 th) : Setuju dengan visi misinya, 

menyelamatkan perekonomian Indonesia. Tidak ada 

campur tangan 

 Arif (18 th) : Karena nomor urut satu visi misinya lebih 

jelas 

 Adi setiawan (18 th) : Karena Jokowi-JK bisa membawa 

rakyat Indonesia kesejahteraan, dengan terpilihnya Jokowi-

JK insyAllah bisa mengayomi rakyat kecil. Sekaligus bisa 

menstabilkan perekonomian dan membawa Indonesia ke 

kancah Internasional dan bisa  hubungan diplomatik. 
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7. Religious 

Kita tidak pernah tahu seberapa tingkat keimanan dan 

ketaqwaan seseorang kepada tuhannya. Akan tetapi kita sering 

menilai tingkat ketaatan dan ketaqwaan seseorang lewat cara 

berpakaian, keseharian, tutur kata, perilaku dan lain sebagainya. 

Hal ini juga menjadi pertimbangan para pemilih pemula oleh santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada pemilu presiden 2014 lalu, 

sperti wawancara tertulis dengan: 

 Faif maulana habibi (19 th) : Karena Capres No urut 1 

merupakan calon pemimpin yang InsyAllah amanah dan 

akan menjunjung tinggi keislaman, dibanding no urut dua 

yang akan justru menghapus ke khasan dan ketenaran nama 

baik agama islam. 

8. Rasa Nasionalisme 

Rasa nasionalisme merupakan hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki oleh setiap warga Negara, karena semakin tinggi 

rasa nasionalisme seseorang maka akan semakin tinggi tingkat 

perjuangan ataupun kepedulian seseorang terhadap bangsa dan 

Negara ini. Dan hal ini tentu harus ada dan dimiliki oleh setiap 

calon pemimpin bangsa ini. Dan dari sudut pandang rasa 

nasionalisme ini juga seseorang akan menentukan pilihan mereka, 

seperti halnya yang dilakukan oleh para pemilih pemula santri 
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Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada pemilu presiden 2014 lalu, 

mereka juga menentukan pilihannya berdasarkan siapa yang kira-

kira lebih memiliki rasa nasionalisme. 

 Roma wijaya (19 th) : Alasan saya karena no urut 1 

berjiwa sangat nasionalis, tegas, dan bijaksana. 

C. Analisis dan Pandangan Siyasah Syari‟ah Dalam Pemilu Presiden 

2014 di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah As-siyasah yang mana 

dalam mempelajarinya dispesifikasikan kedalam ilmu fiqih siyasah. Dalam 

fiqih siyasah diatur bagaiman cara bersikap subjek dari politik atau siyasah 

itu sendiri. Ketaatan kita kepada seorang pemimpin merupakan sebuah 

perintah dalam agama dan itu artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk 

ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya. Dalam Surat Annisa ayat 59 

dikatakan: 

يب يٖباىز يِ اٍْ٘ااطيع٘االله ٗاطيع٘ااىشس٘ه ٗاٗىى الاٍش ٍْنٌ.
55

. 

Bahwa setiap orang wajib mengikuti perintah Allah dan RasulNya dan 

pemimpin diantara mereka. Berkenaan dengan partisipasi politik itu 

termasuk ta‟at kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari 

pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun 

perwakilannya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 118 dikatakan: 

                                                           

55
 An-Nisa (4): 59 
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يبيٖباىز يِ اٍْ٘الاجحخزٗاثطبّة ٍِ دّٗنٌ لايب ىّ٘نٌ خجب لا, 

ٗدٗاٍبعْحٌ, قذثذ ت اىجغضبء ٍِ اف٘إٌٖ, ٍٗبجخفي صذٗسٌٕ امجش, قذ ثيْب 

.ىنٌ الايث اُ مْحٌ جعقيُ٘
56

 

Dari untaian ayat di atas jelas bagi kita bahwa Allah menyuruh kita 

agar selektif dalam memilih orang yang akan kita percaya, dalam hal ini 

orang yang akan kita percayai adalah orang yang akan memimpin kita atau 

orang yang akan menyandang amanah kita, maka dari kalimat “Janganlah 

kamu ambil teman kepercayaanmu diluar orang-orang golongan 

kamu” terlintas sebuah perintah yang menyuruh kita untuk mencari orang 

yang kita percayai, itu artinya kita mesti memilih pemimpin yang akan kita 

beri kepercayaan, kemudian dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh 

Abu Hurairah ra dijelaskan; 

Telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk 

berpergian maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi 

pemimpin. 

Makin jelas bagi kita bahwa wajib hukumnya untuk memilih 

pemimpin, dan masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih 

sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya maka suatu kewajiban 

juga bagi dia untuk memilih pemimpin, dari sini kita juga dapat 

                                                           

56
 QS. Al-Imran (3): 118 
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menyimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi orang yang akan menghalangi 

seseorang untuk malakukan pemilihan terhadap pemimpin atau 

berpartisipasi dalam Pemilu Presiden kalau memang sudah memenuhi 

persyaratan dan ketentuan yang berlaku. 

Kemudian Abu A‟la Al-Maududi mengatakan bahwa kebebasan 

dalam menyatakan pendapat dan berkeyakinan merupakan hak dari setiap 

orang.
57

 Kalau kita hubungkan dengan bab pendahuluan maka jelas 

ada sinkronisasi dengan apa yang dikeluarkan Negara Indonesia tentang 

hak untuk mengeluarkan mendapat, kalau lebih luas lagi tentu juga 

termasuk kepada hak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. 

Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim pada dasarnya  pemilih 

pemula sudah berpartisipasi untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan 

presiden dan wakil presiden 2014 terbukti dengan adanya pemilih pemula 

yang pernah mengikuti sosialisasi, yang sudah terdaftar dan ternyata juga 

ada yang pernah mensosialisasikan kepada teman dan keluarganya tentang 

pelaksanaan pemilu presiden 2014 lalu ini waluapun nilainya masih 

rendah, semisal dengan membuat tulisan di media soaial seperti face book, 

twitter dan lain-lain.  Tapi setidaknya itu sudah menandakan adanya 

partisipasi itu. 

                                                           

57
 Prof. H.A. Djazuli, MA. Fiqih Siyasah (Implementasi kemaslahatan ummat dalam 

rambu-rambu syariah) edisi revisi. Jakarta. Div. Kencana-prenada media 2003.p. 172 
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Dalam berpartisipasi banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang, 

pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 

2014 ini ternyata ada juga pemilih pemula yang berusaha untuk 

memberitahukan keburukan/aib dari salah satu calon presiden dan wakil 

presiden kepada orang lain, terlepas dari apa motifasinya namun yang 

jelasnya perbuatan seperti itu sangat dilarang oleh agama seperti yang 

termuat dalam Al-qur‟an surat Alhujarat ayat 12 yang bunyi seperti 

berikut: 

يبيٖباىزيِ اٍْ٘ااجحْج٘امثيشاٍِ اىظِ, اُ ثعط اىظِ اثٌ 

ٗلاججسس٘اٗلايغحت ثعضنٌ ثعضب, ايحت احذ مٌ اُ يب مو ىحٌ اخئ 

.ٍيحب فنشٕحَ٘ٓ, ٗاجق٘االله, اُ الله ج٘اة سحيٌ
58

 

Dari keterangan ayat diatas maka dapat kita katakan bahwa Allah 

tidak menyukai kalau kita berprasangka buruk kepada oranga lain dan juga 

Allah tidak menginginkan kita mencari aib orang lain, itu artinya Allah 

juga melarang kita untuk menyampaikan aib orang kepada kepada orang 

lain. 

Sikap seperti ini harusnya memang tidak ada ditengah-tengah umat 

manusia, baik dalam kehidupan sehari dilingkungan masyarakat maupun 

dalam hal berpolitik, sebab pada dasarnya seperti yang diungkapkan oleh 

                                                           

58
 Al-Hujarat (49): 12. 
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Abdul Wahab Khallaf berpolitik adalah usaha mengelola kemaslahatan 

umum bagi negara yang menjamin tercapainya kemaslahatan dan terhindar 

dari kemudharatan dengan cara yang Islami atau tidak keluar dari 

ketentuan syari‟at. 

Memang banyak para pemikir Islam yang mencoba untuk 

menterjemahkan makna siyasat (politik), sebut saja Abdurrahman Taj, 

Abdul Wahab Khalaf, Ibn Abdin dll. Pada dasarnya mereka mengatakan 

bahwa siyasat yang Islami itu adalah usaha untuk menciptakan 

kemaslahatan bagi kehidupan bernegara dan agar terhindar dari hal-hal 

yang tidak diinginkan, dan satu hal yang perlu kita cermati bahwa; 

walaupun mereka berbeda pendapat tentang makna siyasat tersebut namun 

mereka menyepakati bahwa berpolitik itu tidak boleh keluar dari jalur 

syariat atau tidak boleh melanggar ketentuan agama Islam. 

Partisipasi politik yang ditunjukkan oleh pemilih pemula pada 

pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014  ini ada yang 

diterima dan ada juga yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam atau 

etika dan tatakrama berpolitik dalam Islam, salah satu contoh sikap yang 

tidak dapat diterima Islam adalah menceritakan aib orang lain kepada 

orang lain seperti yang telah dijelaskan diatas semisal kebanyakan yang 

dilakukan oleh para pemilih pemula yaitu menulis pada media sosial 

tentang kejelekan salah satu pasangan dan hal ini sangat banyak 

ditemukan, mungkin ini juga disebabkan oleh pengaruh teman atau media 
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sedangkan pada usia tersebut mereka masih sangat labil. Sementara sikap 

yang dapat diterima oleh Islam adalah usaha para pemilih pemula untuk 

mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan presiden dan wakil presiden 

2014 kepada orang lain, baik kepada keluarganya maupun kepada teman-

temannya, karena dalam Islam memilih pemimpin adalah wajib dan tentu 

setiap orang yang telah memenuhi syaratnya harus melakukannya. Dan 

saling mengingatkan untuk hal yang baik tentu itu adalah ajaran agama 

yang benar. 

Berkenaan dengan sikap calon pemilih pemula tentang golput atau 

tidak menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden 

penulis tidak memberikan penilaian, baik kepada yang setuju atau tidak, 

karena pada dasarnya golput atau tidak golput dia telah menentukan 

pilihannya, namun yang menjadi persoalan adalah apakah dia memilih 

untuk golput itu atas dasar kesadaran/keinginan sendiri atau memang ada 

faktor lain yang menyebabkan dia tidak bisa memberikan suaranya seperti 

pada faktor penghalang yang telah disebutkan diatas. 

Seperti data yang tergambar pada table diatas  dari 200 responden 

ternyata ada 87 orang yang golput dan 113 orang yang tidak  golput, kalau 

kita pandang dari kacamata Islaman tentang kewajiban untuk memilih 

pemimpin jelas tindakan salah bagi orang yang tidak menentukan 

pilihannya, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

memilih pemimpin itu kewajiban, dan jika kita bahas lagi kewajiban yang 
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seperti apa tentu ini akan menjadi kajian yang lebih panjang lagi, apakah 

kewajiban atas individu atau kewajiban secara kolektif tentu ini perlu 

pembahasan yang lebih mendalam lagi dan tentu tidak akan habis 

pembahasannya hanya dengan skripsi ini. 

Gagasan saya setelah melakukan penelitian terhadap pemilih pemula 

dalam pilpres 2014 adalah pemilih pemula menjadi salah satu target pemenangan 

partai politik dalam Pilpres 2014. Jadi menurut saya pemilih pemula 

kemungkinan sangat rawan dipolitisasi hingga mudah terjadi benturan horizontal 

seperti halnya saling mengejek antar sesame pendukung. Partai politik dan 

politisi menilai pemilih pemula merupakan elemen masyarakat yang memiliki 

nilai tinggi apabila bisa dipengaruhi dan digaet. Namun, generasi muda pemilih 

pemula tergolong kritis yang justru kadang sangat sulit didekati. Mereka lebih 

peka, cerdas dan sangat idealis dalam menentukan pilihan dan juga merupakan 

kelompok pemilih yang  cerdas,  melek politik dan sulit ditebak. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi dalam menyampaikan pesan melalui kampanye politik. 

Kampanye merupakan penyampaian visi-misi, program dan masa pengenalan 

kepada konstituen (pemilih). Masa kampaye  adalah kesempatan mewacanakan 

kesinambungan kepemimpinan dan  kalangan muda harus mulai tampil 

memimpin  sebagai bentuk antitesis pemimpin yang berkuasa. Pemilih pemula 

menjadi fokus target partai politik karena jumlahnya yang cukup banyak. Pemilih 

pemula memiliki energi potensial mendorong proses perubahan. Kekritisan dan 

kemampuan pemilih pemula menganalisis pilihan adalah fakta yang harus 

diapresiasi partai politik, akan lebih memprioritaskan kapabilitas, kredibilitas, 

integritas, profesionalitas dan program yang ditawarkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pembahasan dengan sekian panjang maka penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden 2014 oleh santri Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim cukup antusias, ini bisa dilihat dari data 

responden dimana jumlah golput lebih sedikit dari pada yang ikut 

berpartisipasi. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar 

santri mengetahui dan mengamalkan apa yang telah difatwakan oleh MUI 

(Majelis Ulama Indonesia) bahwasannya ikut berpartisipasi dalam pemilu 

merupakan bagian dari tugas keagamaan seorang muslim. Konsekuensinya 

adalah apabila ada calon pemimpin yang memenuhi syarat menurut Islam, 

namun tetap tidak menggunakan hak pilihnya, maka hukumnya menjadi 

haram. Inilah patokan yang digunakan oleh para santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim dalam berpartisipasi pada pilpres 2014. 

2. Banyak faktor yang melatarbelakangi para santri Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim sehingga mereka dapat ataupun tidak berpartisipasi pada pilpres 

2014. Dengan melihat faktor alasan yang diungkapkan diatas seperti 

kesibukan sehari-hari, TPS berada diluar kota atau tidak terjangkau, tidak 

ada biaya untuk pulang ke daerah asal dan lain-lain, dalam hal ini peneliti 
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berpendapat bagi para santri yang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam 

pilpres 2014 bukan berarti mereka acuh tak acuh ataupun tidak mau tahu, 

akan tetapi peneliti lebih melihat dari kacamata Maqashid al-Syari’ah 

yaitu Hifdzu al-Mal dan Hifdzu al-Aqlu menjadi landasan utama santri 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim tidak bisa berpartisipasi pada pilpres 

2014. Keduanya, Hifdzu al-Mal dan Hifdzu al-Aqlu adalah dua pokok 

unsur utama yang harus di jaga dan dipelihara oleh manusia menurut 

kaidah Maqashid al-Syari’ah Imam al-Syatibi. 

3. Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah As-siyasah yang mana dalam 

mempelajarinya dispesifikasikan kedalam ilmu fiqih siyasah. Dalam fiqih 

siyasah diatur bagaiman cara bersikap subjek dari politik atau siyasah itu 

sendiri. Ketaatan kita kepada seorang pemimpin merupakan sebuah 

perintah dalam agama dan itu artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk 

ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya. Dan dalam hal ini peneliti 

berkesimpulan bahwasannya sebagian besar para santri Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim sedikit banyak tahu tentag siyasah islam. Selain itu kita 

juga bisa melihat bagaimana alasan-alasan yang digunakan oleh para santri 

dalam menentukan pilihan pasangan capres dan cawapres 2014 yaitu atas 

dasar alasan historis, media sosial, cara kerja, sosok, visi-misi dan lain 

sebagainya. Ini artinya mereka selektif dalam memilih orang yang akan 

dipercaya, dalam hal ini orang yang akan kita percayai adalah orang yang 

akan memimpin kita atau orang yang akan menyandang amanah kita. 
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B. SARAN-SARAN 

1. Untuk segenap santri, bahwasanya menyuarakan hak pilih dalam pemilu 

adalah hak setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, berpartisipasi 

didalam Pemilu merupakan jalan menentukan nasib Negara Indonesia 

untuk lebih baik lagi. Sebagai pemilih pemula yang jumlahnya cukup 

banyak dan sangat berpengaruh, sebaiknya jangan disia-siakan suara kita. 

Sebisa mungkin kita luangkan sedikit waktu untuk menyalurkan suara kita.   

2. Untuk segenap Panitia Pemilu Presiden dalam hal ini KPU agar 

melakukan tugas sebaik-baiknya didalam pendataan pemilih. Karena 

dalam praktik dilapangan masih terdapat beberapa yang belum terdaftar di 

TPS. Proses pemutakhiran data sangat penting dilakukan, karena dengan 

adanya pemutakhiran data yang baik akan mengurangi tindak kecurangan 

didalam pelaksanaan Pemilu. Selain itu buat KPU sebaiknya membuat 

terobosan baru yang sekiranya mempermudah bagi para pemilih, 

khususnya pemilih pemula yang kebanyakan dari mereka bermukim diluar 

daerah asal mereka. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

A. Al Quran 

Al Quran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Wicaksana, 1991. 

Al Quran dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1999. 

B. Buku 

A Rahman H, Sistem politik Indonesia, (Yogyakarta: graham Ilmu, 2007). 

A. Dahl, Robert, Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek demokrasi 

Secara Singkat, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). 

Anam, Khirul, Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer. (Yogyakarta:Ide 

pustaka, 2009). 

Ash Shiddiqy, M. Hasbi, Dasar-Dasar Pemerintahan Islam (Medan: Penerbit Saeful, 

1950) 

Astrawinat, Soebechi, Dasar-dasar Pemilihan Umum Dalam Negara Indonesia dan 

Cara Cara Melakukanny, ( Jakarta: Noordhoff Kolf N.V, 1954). 

Budiharjo, Mariam, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1998). 

Ema Hermawan, Politik Membela yang Benar, (Yogyakarta: Yayasan KLIK, 2001). 

Faulks, Keith Sosiologi Politik:Suatu Pengantar Kritis, (Bandung: Nusamedia, 2010). 



Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, (Yogyakarta: Liberty, 1984). 

Hunington dan Nelson, Pratisipasi Politik di Negara Berkembang,  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1994). 

J. Prihatmoko, Jolo, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 

Maran, Rafael Raga, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).  

Reynolds, Andrew, Merancang Sistem Pemilu dalam Kemajuan. J, Linz, et. 

Al.,menjauhi demokrasi kaum belajar dari kekeliruan Negara-negra 

lain, (Bandung 2001). 

Riswandha, Imawan, Membedah Politik Orde Baru Catatan Dari Kaki Merapi. 

Yogyakarata:Pustaka Pelajar, 1997). 

Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan pemikiran, (Jakarta: 

UI Press, 1993) 

Sudijono, Sastroatmodjo, Partisipasi Politik, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995) 

Sudijono, Sastroatmodjo, perilaku Politik, (Semarang: IKIP Press, 1995). 

Surbakti, Ramlan Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992). 

 Suryadi, Budi, Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep, 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2007).  

Syarifuddin, Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008). 



C. Skripsi 

Muhammad Sakinul Wadi, Kedudukan Pemilih dalam Pemilihan Umum Menurut 

Yusuf Al-Qardhawi, Skripsi Fakultas Syari’ah da Hukum, 2008 

Irma Muania, Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Tentang Sistem Pemilihan          

Pemimpin dan Relevansinya Dengan Sistem Pemilihan Presiden di Indoesia, Skripsi 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2005 

Ngadri, Padangan Kiai Blora Tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung Pada 

Pemilu 2004, Skripsi Fakultas Syari’ah da Hukum, 2005 

D. Undang-Undang 

Undang-Undang Dasar Republik Inonesia 1945 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

E. Website 

http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-14 

http://ibnufatih.wordpress.com/khilafah/metode-pengangkatan-

khalifah/ 

http://www, ressay wordpress.com. 2008 

http://www, pemilih pemula ressay wordpress.com. 2008  

www.kpu.go.id  

http://www.gaulislam.com/pemilu-dalam-pandangan-islam-14
http://ibnufatih.wordpress.com/khilafah/metode-pengangkatan-khalifah/
http://ibnufatih.wordpress.com/khilafah/metode-pengangkatan-khalifah/
http://www/
http://www/
http://www.kpu.go.id/


http://www.ppwahidhasyim.com/sejarah-pesantren/ 

http://www.ppwahidhasyim.com/pesantren/ 

 

http://www.ppwahidhasyim.com/sejarah-pesantren/
http://www.ppwahidhasyim.com/pesantren/


LAMPIRAN 

I. TERJEMAHAN 

No Halaman Footnote Terjemahan 

1 30 26 Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

apabila kamu menetapkan hokum diantara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya 

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 

member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-

Nisa(4): 58) 

2 59 48 dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat, “Aku hendak 

menjadikan kholifah di bumi”. Mereka berkata, 

“Apakah engkau hendak menjadikan orang 

yang merusak dan menumpahkan darah disana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan 

menyucikan nama-Mu? “Dia berfirman, 

“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui (QS. Al-Baqarah(2):30) 

3 55 81 Wahai orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri 

(pemegang kekuasaan) (QS. An-Nisa(4): 59) 

4 56 81 Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah 

kamu menjadikan teman orang-orang yang 

diluar kalanganmu (seagama) sebagai teman 

kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-

hentiya menyusahkan kamu. Mereka 

mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah 

kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), 

jika kamu mengrti (QS. Al-Imran (3): 118) 

5 58 85 Hai orang-orang yang beriman jauhilah kamu 

sangka-sangka (dugaan) sesame muslim karena 

sebagian dari sangka itu adalah dosa, dan 

janganlah kamu mencari-cari aib orang lain 

dan jangan pula kamu mengumpat orang lain, 

sukakah salah seorang kamu, bahwa ia 

memakan daging saudarnya yang telah mati 

(bangkainya), maka tentu kamu benci 

memakannya, takutlah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah penerima taubat. (QS. Al-

Hujart(49): 12) 

 



 

INSTRUMEN PENELITIAN 

“Partisipasi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Pada Pilpres 2014” 

(Rofik Anwar, Prodi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SuKa) 

 

NO NAMA 
UMUR 

(TH) 
ASAL KOTA 

PILIHAN CAPRES DAN 

CAWAPRES 

1 2 GOLPUT 

1 Irmey Uly R 20 Jepara   1   

2 Poppy Yuliani 20 Cilacap   1   

3 Nurul Layla 19 Bojonegoro 1     

4 Dina Aulia 19 Pekalongan   1   

5 Haizumiah 20 Surabaya 1     

6 Binti Nur Aisiah 19 Nganjuk 1     

7 Dewi Maryam 20 Cilacap 1     

8 Naja Nusaibah 19 Nganjuk   1   

9 Anik Nur Azizah 19 Gunung Kidul   1   

10 Maria Ulfa 20 Riau 1     

11 Uly Ma'surotul D 18 Kendal   1   

12 Aulia Lina N 18 Kendal   1   

13 Lutfi Nur Lestari 17 Wonosobo   1   

14 Istinganah 18 Cilacap     1 

15 Risalatul Muawanah 18 Semarang   1   

16 Milatun Nuril A 19 Blora     1 

17 Uzlifatul Jannah 18 Pamekasan   1   

18 Ramita Vindriana 19 Temanggung 1     

19 Mazia Fakhriana 20 Jepara   1   

20 Rima Esni Nurdiana 19 Aceh 1     

21 Nadzifatul Munawarah 19 Magelang 1     

22 Novi Fathiyatul M 18 Sukoharjo 1     

23 Nur Siti Fatimah 20 Purwodadi     1 

24 Fatin afifah 20 Pati     1 

25 Madinatul Ilim 18 Nganjuk   1   

26 Ardana Reswari 17 Kediri   1   

27 Kurniatus Sa'adah 20 Pati     1 

28 Anisa Nur Fitriani 19 Magelang   1   

29 Muhimmatul Khoiriyah 19 Gresik 1     

30 Sayyeda Anni M 20 Ngawi   1   



31 Mulia Syaif Dina F 19 Purworejo   1   

32 Siti Maemunah 20 Sukabumi 1     

33 Nur Hayati 18 Ciamis     1 

34 Nailah 18 Lamongan   1   

35 Khubaila Yushirumana 19 Banjarnegara 1     

36 Nurilah Zahirotin 19 Jombang 1     

37 Rizqi Hilda A 18 Pekalongan 1     

38 Muhimmatus Syarifah 19 Jombang 1     

39 Imamah 19 Magelang 1     

40 Layli Nur Rahmawati 18 Jakarta     1 

41 Royanah 20 Brebes 1     

42 Aniha Miratul B 20 Nganjuk 1     

43 Lulu Lubna Aldharina 18 Cilacap 1     

44 Arina Manasikana 18 Purwokerto     1 

45 Itoh 19 Sumedang     1 

46 Farichatul Istiqomah 18 Jakarta 1     

47 Naharin Nur Fadila 17 Kediri 1     

48 Arifatun Nisa 21 Salatiga 1     

49 Rizki Riyandani 19 Temanggung 1     

50 Yeni Jamilatuz z 18 Ngawi     1 

51 Asih Dewi estari 19 Cilacap     1 

52 Asih Nurarindra L 18 Jombang 1     

53 Asmi Trisma Puspita 17 Lampung   1   

54 Cella Mitta 18 Riau   1   

55 Dwi Mulyani 19 Cialacap     1 

56 Dzaki Ardiani 18 Banjarnegara     1 

57 Fauzul Murtafingah 19 Demak     1 

58 Indah Rofatul Aini 19 Tuban     1 

59 Isma Nurun Najah 17 Lampung 1     

60 Laila Hammada 19 Rembang     1 

61 Latifah Fajarini 20 Magelang     1 

62 Luluk Marifatus 19 Kediri 1     

63 Marifatul Maghfiroh 19 Kediri 1     

64 Muna Inas Mabruroh 19 Jember     1 

65 Novi Beta Cipta N 17 Martapura   1   

66 Novita Dwi Kurnia 18 Riau   1   

67 Nur Hasanah 19 Jakarta 1     

68 Nur laili Fitriani 18 Jakarta 1     

69 Nur Miftakhul k 18 Palembang     1 

70 Reni Virgiani 19 Lampung 1     

71 Roikhatun Nikmah 21 NTT     1 



72 Siti Habibah 21 NTT     1 

73 Syafira Sulistiana 22 Bengkuu 1     

74 Ulfa R. N 20 Medan   1   

75 Ika Wulaningsih 19 Wonosobo     1 

76 Luthfiani Fauziyah 19 Bekasi     1 

77 Reina Putri aziza 20 Magelang 1     

78 Hikmah Maslakhah 20 Banyumas     1 

79 Lutfi Yunial Ismi 20 Kendal     1 

80 Puput Suryaningsing 20 Pemalang     1 

81 Kanza Husnia 20 Banyuwangi     1 

82 Nurul Istiqomah 19 Purworejo 1     

83 Oktia Permatasari 20 Banjarnegara   1   

84 Dwi Arini Zubaidah 18 Sragen     1 

85 Risa Peranata 20 Ketapang     1 

86 Sakutra 20 Tanjung Agung     1 

87 Siti Mufidatuniswah S 19 Waimusi     1 

88 Siti Rofiatun 20 Magelang     1 

89 Siti Rozikah 19 Tangerang     1 

90 Miftah Khoirul Muflih 19 Sragen     1 

91 Amalia Tiara Wulandari 20 Karawang     1 

92 Siti Maemunah 21 Sukabumi     1 

93 Badiatul Hikmah 19 Tuban     1 

94 Siti Laelatul Badriyah 19 Brebes     1 

95 Evra Romsul Fauziyah 19 Ponorogo     1 

96 Nur Hasanah 19 Tangerang     1 

97 Yuliana Kusmianingsing 19 Bengkulu 1     

98 Wafirotul Qomariyah 21 Gresik   1   

99 Milatun Nuril Ayuni 19 Blora   1   

100 Arina Rahmatika 19 Semarang     1 

JUMLAH 34 25 41 

TOTAL 100 
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NO NAMA 
UMUR 

(TH) 
ASAL KOTA 

PILIHAN CAPRES DAN 

CAWAPRES 

1 2 GOLPUT 

1 Faif Maulana H 19 Purwokerto 1     

2 Ahmad Syaifullah F 18 Kulon progo   1   

3 Adi setiawan 18 Kulon Progo    1   

4 Thoriq S. A 18 Kulon Progo     1 

5 Nasih Ulwan 19 Purwakarta 1     

6 Roma Wijaya 19 Bogor 1     

7 M Yahya Muzaki 18 Brebes 1     

8 Nur Ikhwan 18 Ngawi     1 

9 Toyib N 19 Cilacap   1   

10 Ariska KA 18 Temanggung     1 

11 Muhammad Zain 18 Kebumen 1     

12 Fauzul Imam 19 Tangerang     1 

13 Arif F 18 Cilacap 1     

14 Asep Indriana 20 Cilacap     1 

15 Ali akbar 21 Cilacap     1 

16 Surawanto  22 Sragen     1 

17 M Zainul mustofa 20 Purworejo   1   

18 Ahmad Fahrudin 20 Muara Bahan     1 

19 Zainal Muttaqin 20 Magelang 1     

20 Imam Nawawi 19 Cilacap     1 

21 Ahmad Syaeful 19 Pekalongan      1 

22 Kholil 21 Tangerang 1     

23 Turnomo 19 Cilacap     1 

24 M. Aulia Rahman 21 Kalimantan     1 

25 Saiq Mubarok 20 Palembang     1 

26 M Iqbal Rahman 21 Lampung 1     

27 Arif miftahudin 21 Cilacap     1 

28 Ahmad Chata A.C 19 Pasuruan     1 

29 M Zam zam 19 Bandung 1     

30 Riyan Sugiarto 18 Kendal     1 



31 M Fayqul falah 19 Nganjuk     1 

32 M Khusni Fahmi 18 Temanggung 1     

33 Aris Ashari 19 Pati     1 

34 Khoerul azam 20 Tegal     1 

35 Mad Said 20 Temanggung 1     

36 Ahmad Dzulfikar 18 Wates 1     

37 Muh yasin 20 Purworejo   1   

38 Sukron Muzammil 17 Purworejo 1     

39 M Sa'dudin 18 Pekalongan      1 

40 A Syamsudin 18 palembang     1 

41 Anwar Aziz 23 Magelang   1   

42 Darkan Cahyadi 19 Purworejo   1   

43 Muhammad Abdul Aziz 18 Cilacap     1 

44 Ahmad Baihaqi 19 Demak     1 

45 M Fitroni 19 Wonosobo 1     

46 M Burhanudin 20 Jepara     1 

47 Rifqi Hasan Al Bana 20 Purwodadi     1 

48 Husen 21 Purworejo 1     

49 Khamid 21 Demak   1   

50 Rian Sofatul Anam 21 Magelang   1   

51 M Syarif Sirojudin 21 Jepara 1     

52 Dimyati Rohman 21 Pekalongan  1     

53 Fajar Kh 20 Sukabumi 1     

54 Ahmad Nurrochim 22 Klaten     1 

55 M. Asaqfi Dhuha 20 Kudus     1 

56 M. Muizuddin 19 Pekalongan      1 

57 M. Fajar Is T 19 Brebes     1 

58 M. Fat Hurroziay 20 Tulungagung     1 

59 Abdul aziz 19 Tuban     1 

60 M. Iqbal Chaelani 20 Temanggung     1 

61 Chaerun Najib 19 Wonosobo 1     

62 Nur Huda 20 Batumarta     1 

63 Angko Wiladan 20 Brebes 1     

64 Ari Priono 20 Sragen   1   

65 Muhammad Abdur R. S 20 Sragen   1   

66 Khoirul Hadi 19 Selat Panjang     1 

67 Agus Mauliddun 19 Subang     1 

68 Nurul Huda 19 Bumi Mulya     1 

69 M. Yunus Akhdan 19 Sleman   1   

70 Reza  Ali Ma'sum 19 Kebumen     1 

71 M. Ridho Al-Anshori 19 Jambi     1 



72 Muh Yasin 20 Peurworejo 1     

73 M. Labib Ridlo 20 Cilacap     1 

74 Ulil Albab 21 Pati 1     

75 Junial Khoir 20 Lampung     1 

76 Imam Syafi'i 20 Nganjuk   1   

77 Kukuh Prasetyo 20 Cilacap 1     

78 RM. Mirwan Sabiq 20 Purworejo 1     

79 Aziz Safarwadi 20 Ciamis     1 

80 Ainna Khoiron N 21 Kudus 1     

81 A. Rizki Anzala 21 Semarang 1     

82 M. Yusuf Ismail 20 Kebumen     1 

83 Wahid Ridlo 20 Kebumen     1 

84 Arfan Kurnia Prakarsa 19 Lampung 1     

85 Rizki Habibi 19 Palembang 1     

86 M. Faris Abdussalam 20 Pati 1     

87 Ahmad Mufti 20 Lampung     1 

88 Slamet 20 Cilacap 1     

89 M. Chuby Abdillah 21 Banjarnegara 1     

90 A. Dwi Toriyono 21 Kebumen 1     

91 M. Aulia Rahman 20 Banjarmasin     1 

92 Ibnu Anas 21 Wonosobo 1     

93 M. Ridwan Ali 20 Magelang 1     

94 Asngat Hidayat 20 Palangkaraya 1     

95 M. Syakir 20 Solotigo   1   

96 Ginanjar Wilujeng 21 Purbalingga 1     

97 Afin Marsija 21 Demak   1   

98 Suryo Hadi Kusumo 20 Nganjuk   1   

99 Malik Ahfa 20 Tegal 1     

100 M Masum Azhari 19 Sragen     1 

JUMLAH 38 16 46 

TOTAL 100 
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